PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG DESA MENGENAI MASA JABATAN DITINJAU DARI FIQH

SIYASAH

(Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram

Kabupaten Lampung Tengah) by Suryani, Mei
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA MENGENAI MASA JABATAN DITINJAU DARI FIQH 
SIYASAH 
(Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram 
Kabupaten Lampung Tengah) 
 
 
Skripsi 
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syariah 
Oleh : 
 
Mei Suryani 
NPM     :  1521020042 
      Jurusan   :  Siyasah Syari’yah  
 
 
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG 
1440 H/ 2019 M 
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA MENGENAI MASA JABATAN DITINJAU DARI FIQH 
SIYASAH 
(Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram 
Kabupaten Lampung Tengah) 
 
 
Skripsi 
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat 
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syariah 
 
 
Oleh : 
Mei Suryani 
NPM     :  1521020042 
        Jurusan   :  Siyasah Syari’yah  
 
Pembimbing 1 : Dr.H. Khairuddin, M.H.  
Pembimbing ll : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H 
 
 
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG 
1440 H/ 2019 M 
i 
 
  ABSTRAK 
PELAKSAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG 
DESA MENGENAI MASA JABATAN DITINJAU DARI FIQH SIYASAH 
(Studi Kasus di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten 
Lampung Tengah) 
Oleh 
Mei Suryani 
      Demokrasi dalam pemilihan kepala desa dipahami sebagai sikap politik 
partisipasif masyarakat pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masa jabatan kepala desa 
dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 Tahun tetapi di desa 
Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah 
tidak pernah dilaksanakan pemilihan kepala desa dari Tahun 1997 sampai 
dengan saat ini. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 
39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai masa jabatan kepala desa 
di desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung 
Tengah, 2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 39 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Masa Jabatan Kepala Desa. 
      Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejelas mungkin proses 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut dan supaya dapat dilaksanakan 
secara serentak berdasarkan Undang-Undang tersebut dan melihat pandangan 
Fiqh Siyasah tentang Masa Jabatan Kepala Desa terhadap Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Way Terusan 
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. 
     Metode penelitian ini adalah penelitan lapangan (field research) yang 
bersifat deskriptif analisis dengan sumber data primer dan data sekunder. 
Analisis data yang digunakan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan 
sampel dan tehnik proposive sampling setelah itu dilakukan pemeriksaan data, 
sistemasi data serta analisis data. Adapun analisis data menggunakan metode 
induktif.  
     Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di 
desa Way Terusan tidak dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 hal ini karena: 1. Kepala Desa tersebut mantan preman, 2. Kepala Desa 
dianggap lebih berpengalaman, dan 3. masyarakat masih mempercayai Kepala 
Desa. 
 


ii 
 
 
MOTTO 
 Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
tanggal pelantikan.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
1
Tim Visi Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Terkait (Jakarta: Visimedia, 2015), h.23.  
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
     Judul skripsi ini adalah “Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi 
Kasus Desa Way Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten 
Lampung Tengah)”. 
     Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan 
judul tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan 
     Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan 
(rancangan, penerapan, keputusan).
1
 
2. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
     Dari bunyi Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 dapat dipahami bahwa Kepala Desa menjabat 1 periode selama  6 
Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sebanyak-banyaknya 
jabatan kepala desa hanya 3 kali periode. Berarti paling lama jabatan 
seorang kepala desa selama 18 Tahun.
2
 
 
 
                                                             
 1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi  
Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 774. 
 2Tim Visi  Yustisia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Terkait  (Jakarta: Visimedia, 2015), h 16. 
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3. Ditinjau  
     Ditinjau adalah melihat, pandangan, pendapat secara istilah ditinjau 
adalah pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan 
data, pengolahan, analisa dan penyajian yang dilakukan secara 
sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan
3
. 
4. Fiqh Siyasah 
     Fiqh berasal dari kata fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 
pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Siyasah berasal dari 
kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau 
pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Berdasarkan 
pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah 
salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 
pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.
4
 
     Jadi, Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 
     Berdasarkan beberapa istilah yang ada diatas maka yang di magsud 
judul skripsi ini adalah suatu kajian terhadap pelaksanaan pasal 39 
                                                             
 
3
Hasan Alwi dan Dedi Sugono, Telaah Bahasa dan Sastra (Jakarta: Yayasan Obor 
Indonesia, 2002), h.67. 
 4 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 
Prenadamedia  Group, 2014), h.3-4. 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang 
dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) 
tahun ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. 
B. Alasan Memilih Judul 
     Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul Skripsi tersebut 
adalah : 
1. Alasan Obyektif  
     Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 disebutkan bahwa masa jabatan kepala desa maksimal 18 Tahun 
tetapi dalam kenyataannya jabatan kepala desa di desa Way Terusan 
telah melebihi waktu tersebut karena masyarakat masih memberikan 
kepercayaan pada yang bersangkutan dan kemungkinan ditempat yang 
lain juga sama. 
2. Alasan Subyektif 
      Adapun alasan subjektif dalam penelitian ini disamping untuk 
menambah pengetahuan atau memperdalam juga karena ada literatur 
yang menunjang serta judul tersebut sesuai fokus pada jurusan.  
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C. Latar Belakang 
       Desa sebenarnya memberikan gambaran sebagai miniatur negara 
Indonesia, Desa merupakan tempat politik paling dekat bagi relasi antara 
masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). 
       Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sedangkan di 
dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Bab I Ketentuan 
Umum Pasal I ayat (1) Desa adalah desa adat yang disebut dengan nama 
lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5
  
     Di samping itu, umumnya wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, 
sehingga sebagaian besar mata pencariannya adalah seorang 
petani.
6
Dalam pengaturan perundangan, pemerintah desa selalu 
disebutkan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu kepala pemerintahan dan 
wakil-wakil rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 
                                                             
 5Zuhraini, Hukum Pemerinthan Desa (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 
LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016 ), h.16. 
 6Tim Visi  Yustisia, Op. Cit, h.3. 
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pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa dan Badan Musyawarah 
Desa, dan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1979 pemerintah desa 
terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa.
7
 
     Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan 
kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks 
pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan 
keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam 
bingkai demokrasi pada tingkat desa. Namun demokrasi di Desa Way 
Terusan belum dirasakan oleh masyarakat karena dari tahun 1997 sampai 
dengan saat ini belum pernah dilakukan pemilihan kepala desa yang 
terhitung selama 28 tahun jabatan kepala desa tidak pernah digantikan 
hal ini disebabkan karena Kepala Desa di Desa Way Terusan adalah 
seorang mantan Preman, Kepala Desa dianggap lebih berpengalaman, 
dan masyarakat masih mempercayai Kepala Desa. 
       Jika diukur menggunakan teori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa  Kepala Desa Way Terusan tidak melanggar peraturan 
yang di tetapkan Undang-Undang  khususnya yang diatur dalam Pasal 39 
ayat 1 dan 2 bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) 
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan menjabat paling banyak 3 
(tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-
                                                             
 7Zuhraini, Op. Cit, h.133-134.  
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turut.
8
 Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa masa jabatan Kepala 
desa maksimal adalah 18 tahun baik terpilih secara berturut-turut maupun 
tidak terpilih secara berturut-turut. Namun jika di ukur secara Prakteknya 
Kepala Desa Way Terusan telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 khususnya pada Pasal 39 ayat 1 dan 2.  Di desa Way Terusan 
Kepala Desa telah ada dan menjabat sejak awal berdirinya desa ini yaitu 
dari Tahun 1997 sampai dengan saat ini.  
       Salah satu syarat menjadi kepala desa dalam pasal 33 huruf l adalah 
tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga)  kali masa 
jabatan. Masyarakat pada dasarnya menginginkan sistem pemerintahan 
yang demokrasi dimana rakyat dapat berpartisipasi dalam pemilihan 
Kepala Desa. Namun pada kenyataannya sistem demokrasi belum 
dirasakan oleh masyarakat sampai dengan saat ini. Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakui dan menghormati 
pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam 
mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat 
istiadat setempat. 
     Dalam suatu pemerintahan desa, kesuksesan dan kegagalan dalam 
pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat, dipengaruhi oleh 
kepemimpinan kepala desa dan pemerintahan yang memadai, maka 
penyelenggaraan pemerintahan desa akan terealisasi dengan baik. Tugas 
                                                             
 8Tim Visi Yustisia, Op. Cit, h.23. 
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pokok pemerintah desa adalah menjalankan sebagian kewenangan 
kecamatan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasar kepada 
peraturan yang berlaku.  
       Dalam kapasitasnya sebagai sebuah organisasi pemerintah dibawah 
kecamatan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah 
terlaksananya berbagai fungsi kelurahan sesuai dengan kewenangannya 
yang diberikan oleh kecamatan secara efektif dan efisien. Seperti halnya 
reformasi 1998 dengan ditandai jatuhnya pemerintahan Soeharto yang 
telah menguasai negeri ini selama lebih kurang 32 Tahun telah membawa 
angin segar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.  
     Hal ini kemudian direspon dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 
1999 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah dalam UU No. 22 Tahun 
1999 yang mana kemudian diperkuat dengan amandemen UUD 1945 
khususnya Pasal 18 semakin menguatnya power share antara pusat dan 
daerah baik dalam segi politik maupun ekonomi. Dengan selesainya 
proses amandemen UUD 1945 tahap ke empat pada 2002 membawa 
dampak terhadap perubahan Undang-undang otonomi daerah. UU No. 22 
Tahun 1999 yang lebih bernuansa federalis dengan melahirkan raja-raja 
kecil di daerah dirubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah, desa diatur mulai dari pasal 200 sampai dengan 
8 
 
pasal 216
9
. Dalam Pasal 200 dan Pasal 201 berisi tentang Desa, Pasal 202 
sampai Pasal 208 berisi tentang Pemerintahan Desa, Pasal 209 dan Pasal 
210 berisi tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 211 berisi 
tentang Lembaga Lain, Pasal 212 dan Pasal 213 berisi tentang Keuangan 
Desa, Pasal 214 sampai Pasal 216 berisi tentang Kerja sama Desa. Dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa Masa Jabatan 
Kepala Desa selama 6 Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 
kali masa jabatan berikutnya. Dalam Undang-Undang ini Kepala Desa 
Way Terusan tidak dapat mundur dari jabatannya sebagai Kepala Desa 
karena tidak melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 
Kemudian dilakukan perubahan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 yang berisi 16 Bab dan 122 Pasal yang mengatur khusus 
tentang Desa. 
       Dalam Islam orang yang mewakili umat dalam menjalankan 
pemerintahan biasa disebut dengan khalifah.  Menurut Imam Al-Mawardi 
dalam bukunya Al-Ahkamu Al-Sulthaniyah menjelaskan bahwa ada tujuh 
syarat yang harus dimiliki oleh orang yang berhak dicalonkan sebagai 
khalifah yakni al-adalah atau adil, berilmu untuk ijtihad, sehat (panca 
indra lengkap), tidak cacat yang menghalangi dari bergerak dan cepat 
                                                             
 9Zuhraini, Op. Cit, h.102. 
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dalam bertindak, memiliki visi yang baik, berani dan menjaga rakyat, 
serta Quraisy
10
. 
       Dalam kepemimpinannya khalifah tidak mempunyai batas masa 
jabatan tertentu yang dibatasi dengan waktu tertentu. Selama khalifah 
tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta mampu 
untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan tanggung jawab 
kekhalifahan maka ia tetap sah menjadi khalifah. Seperti pada masa 
pemerintahan Khulafaur Rasyidin ia memimpin sejak dibaiat sampai 
menginggal dunia. Akan tetapi, jika pada masa kekhalifahan terjadi 
sesuatu yang mengakibatkan dipecat atau yang mengharuskan dirinya di 
pecat maka masa jabatannya berakhir dan ia dipecat. Pemecatan dirinya 
bukanlah pembatasan masa kekhalifahan tetapi dalam masa jabatannya 
khalifah dibatasi oleh pelaksanaan khalifah terhadap sesuatu yang 
menjadi dasar pembaitannya yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. 
       Khalifah wajib mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta 
menerapkan hukum-hukumnya jika khalifah tidak lagi menjaga syariah 
atau tidak menerapkannya maka ia wajib untuk dipecat. Seorang khalifah 
dapat mundur dari jabatannya apabila yang pertama, keadilan yang 
ternoda yaitu karena faktor mengikuti syahwat yang berhubungan dengan 
perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti mengerjakan larangan dan 
                                                             
 10Imam al-Mawardi,  Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam (Jakarta: 
Qisthi Press, 2014), h. 11. 
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berbuat kemungkaran akibat menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa 
nafsu. Kedua, Syubhat adalah menyalahi kebenaran, syubhat 
menghalangi seseorang untuk diangakat menjadi khalifah dan memutus 
kepemimpinannya. Cacatnya  tubuh seorang khalifah juga dapat 
memutus kepemimpinannya seperti cacat pancaindra, cacat anggota 
tubuh, cacat perbuatan.
11
 
     Jabatan khalifah merupakan jabatan dunia bukan jabatan ukhrawi. 
Khalifah ada untuk menerapkan agama Islam terhadap manusia dan 
untuk menyebarkannya di tengah-tengah umat manusia.  
       Nabi Muhammad SAW adalah seorang penguasa yang menerapkan 
syariat yang didatangkan  kepadanya beliau memangku jabatan kenabian 
dan kerasulan dan pada waktu yang sama juga memangku jabatan 
kepemimpinan atas kaum Muslim dalam melaksanakan hukum-hukum 
Islam kekuasaan khalifah tidaklah bersifat mutlak, sebab kekuasaanya 
dibatasi oleh pemberi amanah yaitu Allah SWT.
12
 Al-Quran khususnya 
surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan tentang dasar-dasar pemerintahan. 
                             
                            
                                                             
 11Imam al-Mawardi, Op. Cit, h.35-37. 
 12Yahya AR, Struktur Negara Khalifah  Pemerintahan dan Administrasi (Jakarta : Dar al-
Ummah, 2006), h.83-85.   
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. 
An-Nisa: 4 ayat 58).
13
 
 
D. Rumusan Masalah 
     Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 
diajukan dalam penelitian ini  adalah: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
 2014 terhadap masa jabatan kepala desa di desa Way Terusan 
 Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah ? 
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 39  
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam hal Masa Jabatan Kepala 
 Desa? 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6    
Tahun 2014 terhadap masa jabatan Kepala Desa di desa Way Terusan 
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. 
b. Untuk menganalisis pandangan Fiqh Siyasah tentang Masa Jabatan 
Kepala Desa terhadap Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014. 
                                                             
 13 Departemen Agama RI Mushaf Al-Quran Terjemah, Al-Quran Transliterasi Latin 
Terjemah  Indonesia (Jakarta: PT Suara Agung), h.164. 
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2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Secara Teoritis 
      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
khazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem 
ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara. 
Dan memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, 
khususnya yang berkaitan dengan politik Islam dilingkungan akademis 
perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu 
Hukum Tata Negara. 
      b. Kegunaan Secara Praktis 
     Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya, 
memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-
masalah yang muncul dengan lebih kritis. Dan memenuhi syarat wajib 
bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
               Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 
mencari,  menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu 
penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. 
Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut : 
 
13 
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a) Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Lapangan (field research) 
Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang 
sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan 
karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 
kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 
lingkungannya.
14
 
b) Sifat Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat 
deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan 
menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh 
kesimpulan
15
.  
2. Sumber Data Penelitian 
          Karena jenis penelitian ini termasuk studi lapangan (field research) 
maka data utama diperoleh dari responden yaitu kepala desa dan 
masyarakat di Desa.  
a.  Data Primer 
     Data primer adalah bahan utana dalam penelitian atau data yang 
dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau 
                                                             
 14Susiadi, Metode Penelitian  (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut 
Agama Islam  Negeri Raden Intan Lampung,2015), h.10.  
 15Abdul Khadir Muhammad, Hukum dan Politik Hukum (Bandung: Citra Ditya Bakti, 
2014), h.126.  
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menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari 
pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data 
primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini 
data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, seperti 
data primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden 
yang terdiri dari Kepala Desa dari pihak yang bersangkutan. Selain itu 
juga dilakukan wawancara terhadap informan. 
b. Data Sekunder 
     Data sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi 
yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Dalam hal ini 
buku atau artikel serta pendapat para pakar yang mendukung penelitian. 
2. Tehnik Pengumpulan Data 
     Tehnik pengumpulan data merupakan merupakan tehnik yang paling 
penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah 
mengumpulkan data.
16
 Maka untuk tehnik mengumpulan data 
diperlukan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi, 
yaitu : 
 
                                                             
 16Sugiono, Metode Penelitian bisnis, cetakan ke 14  (Bandung: Alfabeta, 2009), h.402. 
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1. Metode Observasi 
     Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 
melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik.
17
 Dengan 
demikian observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan 
daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi 
yang terjadi di lapangan. 
2. Metode Interview (wawancara) 
     Metode interview adalah metode atau cara pengumpulan data 
dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan 
responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-
orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, 
data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden 
yang terdiri dari kepala desa dan jajarannya, masyarakat Way Terusan 
serta pihak-pihak yang daianggap tahu dalam penelitian ini.  
3. Metode Dokumentasi 
          Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui 
buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.
18
 
Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen 
                                                             
 
17
Soeratno, Lincolin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: 
STIM YKPN, 2008), h.70.  
 18 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta,2006), h.83.  
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tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang 
dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau 
data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. 
4. Sampel dan Tehnik Sampling 
          Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 
Penelitian sampel dipilih dengan menggunakan tehnik Proposive 
sampling. Proposive sampling adalah metode pengambilan sampel 
beradasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan 
mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang 
ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 
19
Sampel 
yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang berpengaruh 
dalam pemerintahan desa dalam hal ini penulis melakukan penelitian 
kepada Kepala Desa Way Terusan 1 (satu) orang, RT 3 (tiga) orang, 
Tokoh Adat 1 (satu) orang, Tokoh Agama 1 (satu) orang, dan 
Anggota Masyarakat 4 (empat) orang.  
5. Analisis Data 
     Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 
adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik 
kesimpuan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode 
                                                             
 19 Susiadi, Op.Cit, h. 89. 
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berfikir induktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang umum dan 
peristiwa-peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan 
adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.  
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BAB  II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Masa Jabatan Dalam Fiqh Siyasah 
          Dalam fiqh siyasah masa jabatan seorang pemimpin tidak 
mempunyai batas masa jabatan tertentu yang dibatasi dengan waktu 
tertentu. Selama pemimpin tetap menjaga syariah, menerapkan 
hukum-hukumnya, serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan 
negara dan tanggung jawab kepemimpinannya maka ia tetap sah 
menjadi pemimpin. Seperti pada masa pemerintahan Khulafaur 
Rasyidin ia memimpin sejak dibaiat sampai menginggal dunia yaitu 
pada masa pemerintahan Abu Bakar Al-Shiddiq ia memerintah selama 
2 Tahun, Umar ibn Al-Khaththab memerintah selama 10 Tahun, 
Usman ibn Affan memerintah selama 12 Tahun, Ali ibn Abi Thalib 
memerintah selama 5 Tahun.
1
 
1. Pengertian Kepemimpinan  
          Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” 
yang berarti bimbing atau tuntun, dengan begitu di dalamnya ada dua 
pihak yaitu yang dipimpin dan yang memimpin.
2 
Kata pemimpin dan 
                                                             
 1 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 
Yayasan Obor Indonesia, 2002), h.51-88. 
 2 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 105.  
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kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat 
dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata 
pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang 
mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. 
          Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak 
yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin. 
Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang 
lain. Pemimpin dalam pandangan kuno adalah mereka yang dianggap 
paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada 
kelompok dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai 
memburu, cakap, dan berani berperang).
3
 Persoalan kepemimpinan 
adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena 
menentukan sebuah keluarga, masyarakat dan bangsa.
4
 
          Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin yang berarti: orang 
yang memimpin, petunjuk atau pedoman.
5
 Sedangkan dalam istilah 
Islam pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau  
imamah. 
                                                             
 3
Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara, 1984), h. 38.  
 4
Liky Faizal, “Perempuan Dalam Politik: Kepemimpinan Perempuan Persfektif Al-
Qur’an”, Jurnal Al-Adalah, Vol. 12, No. 1, 2016 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden 
Intan Lampung, 2018), h.1. (on-line), tersedia di 
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/830  (8 Mei 2019), dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
 5
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: 
Balai  Pustaka, 2001), h. 874. 
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          Imamah menurut etimologi adalah bentuk mashdar dari kata kerja 
amma. Dikatakan bahwa ammahum wa amma bihim artinya 
mendahului mereka, yaitu imamah. Sedangkan al-imam ialah setiap 
orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain. Berdasarkan 
uraian etimologi tersebut dapat kita pahami bahwa kata al-imamah 
bermakna mendahului dan mengikuti. 
          Secara terminologi, ulama mendefinisikan al-imamah dengan 
sejumlah definisi. Meskipun berbeda dari sisi kata-kata namun secara 
makna hampir sama. Berikut beberapa definisi imamah secara 
terminologi: 
1. Al-mawardi mendefinisikan “imamah itu ditetapkan untuk 
 menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata 
 dunia dengannya (agama).” 
2. Imam Haramain Al-Juwaini mendefinisikan, “iamamh adalah 
 kepemimpinan sempurna, yang berkaitan dengan kalangan khusus 
 maupun umum dalam berbagai persoalan agama maupun dunia”. 
3. An-Nafasi dalam Al-Aqa’id mendefinisikan,“ imamah adalah wakil 
 dari Rasulullah SAW dalam urusan menegakkan agama yang wajib 
 diikuti oleh seluruh umat” 
21 
 
4. Muhammad Najib Al-Muth’i menyatakan,“yang dimaksud imamah 
 ialah kepemimpinan menyeluruh dalam segala urusan dunia dan 
 agama”.6 
     Imamah bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi 
agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan ijma ulama 
bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam 
menjalankan tugas imamah di kalangan umat adalah wajib. 
Sekelompok ulama berpendapat bahwa status wajibnya mengangkat 
imamah adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal 
sehat akan tunduk kepada seorang imam yang mencegah mereka dari 
kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. 
     Sekelompok ulama menyatakan bahwa status wajibnya 
mengangkat imamah itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. 
Pasalnya, seorang imam berkewajiban mengawal urusan-urusan 
agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat imamah 
sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat 
imamah itu tidak wajib. Akal hanya menetapkan bahwa setiap orang 
yang berakal sehat hendaknya melindungi dirinya dari bentuk 
kezaliman dan disharmonisasi, serta bersikap adil di dalam 
memberikan pelayanan dan menjalin hubungan. Dengan demikian, ia 
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Syaikh Abdullah Ad-Dumaiji, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam, (Jakarta: Ummul    
Qura, 2017), h.37-39.   
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dapat mengatur hal tersebut dengan akalnya sendiri dan bukan dengan 
akal orang lain. Hanya saja, syariat menggariskan supaya 
menyerahkan segala persoalan kepada pihak yang berwenang di dalam 
urusan agama.   
     Kata khalifah diturunkan dari kata khalafa, yang berarti seseorang 
yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Dalam sejarah 
khilafah sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti 
Khilafah Abu Bakar, Khilafah Umar bin Khattab dan seterusnya untuk 
melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam 
konteks ini, kata khilafah bisa mempunyai arti sekunder dan arti 
bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah 
Islam.
7
  Dalam istilah lain pemimpin sering merujuk pengertian Ulil 
Amri atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk 
mengurus urusan orang lain dan khadimul umat (pelayan umat) 
dengan pengertian seorang pemimpin harus menempatkan diri pada 
posisi sebagai pelayan masyarakat.
8
 
     Menurut bahasa khilafah berarti pengganti pemerintahan Nabi 
Muhammad SAW, bukan dalam hal kenabian dan kerasulan, tetapi 
dalam hal kepemimpinan pemerintahan seperti memelihara, 
                                                             
 7
J. Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT. 
RajaGrafindo Persada, 1997), h. 43.  
 8
Didin Hefidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah dalam Praktik (Jakarta: 
Gema Insani Press, 2003), h. 120. 
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mengurus, mengembangkan jalannya roda pemerintahan. Dengan 
demikian khilafah harus melayani masyarakat dan memiliki 
kekuasaan dalam mengantisipasi dekadensi moral. Pemegang 
kekuasaan khilafah disebut khilafah, sedangkan pemegang kekuasaan 
imamah disebut imam, pemegang kekuasaan umarah disebut amir.
9
 
     Kepemimpinan menurut Muhammad Ryaas Rasyid adalah sebuah 
konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh 
pemimpin dengan pengikut dalam mengejar tujuan bersama.
10
 
Kepemimpinan atau sering disebut leadership adalah kemapuan 
seseorang yaitu pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain 
yaitu yang dipimpin/ sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin 
tersebut.
11
 
Kepemimpinan terbagi dalam 2 bentuk yaitu: 
a. Formal (pemimpin yang resmi) 
b. Informal (pemimpin yang tidak resmi) 
     Formal atau pemimpin yang resmi adalah orang yang oleh 
organisasi atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, 
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Inu Kencana Syafiie, Op. Cit, h. 251. 
 10
Muhammad Ryass Rasyid, Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan 
Kepemimpinan (Jakarta: PT Mutiara Sumber Wijaya, 2000), h. 95.  
 11 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
1994), h. 80.  
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berdasarkan keputusan dan pengangkatan resmi untuk memangku 
suatu jabatan dalam struktur organisasi dengan segala hak dan 
kewajiban yang berkaitan dengannya dan untuk mencapai sasaran 
organisasi.  
     Pemimpin formal (formal leader) ini lazimnya dikenal dengan 
istilah “kepala”12 sedangkan pemimpin informal atau tidak resmi 
adalah orang yang tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai 
pemimpin. Namun karena memiliki kualitas unggul, bisa mencapai 
kedudukan sebagai orang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis 
dan perilaku suatu kelompok atau masyarakat.
13
 
     Jadi yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam Islam adalah 
orang yang diberikan amanah untuk memimpin suatu umat yang 
tujuannya memberikan kemaslahatan bagi umat yang berlandaskan 
dengan Al-Quran dan Al-Hadits. Kewajiban utama yang menyatukan 
kewajiban syar’i seorang imam adalah berusaha merealisasikan 
tujuan-tujuan imamah karena tujuan itulah imamah disyariatkan 
maksudnya menegakkan agama dan menata dunia dengan agama. 
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2. Dasar Hukum Kepemimpinan 
     Dalam fiqh siyasah dasar hukum kepemimpinan terdapat dalam  
firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:  
                         
                           
      
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."( Q.S. 
Al-Baqarah: 2 ayat 30) 
     Dalam ayat tersebut kata khalifah tidak hanya ditunjukkan kepada 
para khalifah sesudah Nabi, tetapi juga kepada semua manusia yang 
ada dibumi ini yang bertugas memakmurkan bumi ini. Kata lain yang 
dipergunakan yaitu Ulil Amri yang mana kata ini satu akar dengan 
Amir sebagaimana disebutkan diatas. Kata Ulil Amri berarti 
pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman 
Allah SWT  dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 
26 
 
                               
                           
        
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa: 4 ayat 59) 14 
 
َاَنث َّدَح   د َّدَسُم َاَنث َّدَح َىيَْحي  ُنْب   ديِعَس  ْنَع  ِدَْيبُع  ِ َّاللّ ِيَنث َّدَح   عِفَان  ْنَع  ِدْبَع 
 ِ َّاللّ  َيِضَر  ُ َّاللّ  ُوْنَع  ْنَع   ِيبَّنلا ىَّلَص  ُ َّاللّ  ِوَْيلَع  َمَّلَسَو  َلَاق  ُعْم َّسلا 
 ُةَعاَّطلاَو َىلَع  ِءْرَمْلا  ِِملْسُمْلا اَميِف  َّبََحأ  َهِرَكَو اَم  َْمل  ْرَمُْؤي   َةيِصْعَمِب اَِذَإف 
             َرُِمأ   َةيِصْعَمِب  َعْمَسََلَف  َلَو  َةَعَاط 
     Ibn umar r.a berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Seorang 
muslim wajib mendengar dan ta’at pada pemerintahannya, dalam apa 
yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah maksiat. 
Maka apabila disuruh maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak 
wajib ta’at. (HR. Bukhori No. 7144)   
3. Syarat-syarat Menjadi Pemimpin 
     Pemimpin dalam Islam memang sangat penting karena pemimpin 
merupakan hal yang riskan dalam urusan pemerintah.
15
Setiap 
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komunitas, masyarakat, bangsa dan negara selalu mendambakan sosok 
pemimpin yang ideal. Pemimpin ideal itu dalam Islam adalah 
pemimpin yang dianggap paling autentik adalah ulama, cendikiawan, 
ustaz, dalam hal ini Taufik Abdullah melukiskan tentang 
kepemimpinan bahwa ulama adalah seorang ilmuwan yang tahu 
hukum dan orang saleh yang di teladani dengan peranan sebagai guru, 
mubaliq dan dai serta penyelenggara upacara keagamaan. Ulama 
adalah pemimpin umat yang mendapat pengakuan sosial seberapa 
kecil dan terbatasnya ruang lingkup komunitas yang mengakui hal 
itu.
16
        
     Dalam kaidah hukum Islam seseorang yang layak menjadi 
pemimpin setidaknya memiliki: 
1. Kemampuan intelektual dan spiritual yang unggul 
2. Akhlak atau moralitas yang tinggi 
3. Kemampuan menjadi pelayan umat secara adil 
4. Amanah, jujur dan siddiq 
     Syarat seorang Pemimpin dalam Islam berbeda-beda menurut para 
ulama diantaranya yaitu: Ibnu Khaldun menyatakan ada 4 syarat yang 
harus dipenuhi seseorang pemimpin di antara nya: 
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1. Berilmu, karena ia menjadi pelaksana hukum Allah SWT. 
2. Adil, pemimpin adalah jabatan tertinggi, selain menduduki dan 
 meliputi jabatan keagamaan juga jabatan politik di tengah-tengah 
 umat dan negara. 
3. Memiliki kemampuan, punya kemampuan adalah keberanian untuk 
 menegakkan hukum dan menghadapi musuh. 
4. Sehat jasmani, sehat badan seperti selamat dari buta, bisu, tuli dan 
 selamat dari cacat mental seperti gila dan hilang ingatan.
17
 
     Menurut Al-Ghazali ada 7 syarat menjadi seorang pemimpin, 
diantaranya: 
1. Merdeka  
2. Laki-laki 
3. Mujtahid 
4. Berwawasan luas 
5. Adil 
6. Baligh 
7. Tidak boleh wanita 
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     Tetapi inti dalam persyaratan utama mereka memiliki persamaan 
yaitu:  
1. Berilmu 
2. Mengetahui ilmu politik, perang dan administrasi 
3. Kondisi jiwa dan raga baik 
4. Berlaku adil dan berakhlak mulia 
5. Memiliki kualifikasi kepemimpinan yang penuh (Muslim, laki-laki,   
  berakal, bebas).
18
 
     Menurut Al-Mawardi ada 7 legal bagi kelompok imamah 
(kepemimpinan) ada tujuh: 
1. Adil berikut syarat-syaratnya yang menyeluruh 
2. Mremiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di 
dalam berbagai kasus dan hukum 
3. Memiliki panca indra yang sehat, baik telinga, mata maupun mulut 
 sehingga ia dapat secara langsung menangani persoalan yang 
 diketahuinya 
4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang 
 dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan 
 cepat 
5. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu mempimpin rakyat 
 dan mengurusi berbagai kepentingan 
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6. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu 
 melindungi negara dan melawan musuh 
7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan 
 ijma
19
       
     Beranjak dari sejarah pergantian khalifah setelah Nabi SAW wafat, 
maka setelah itu para ulama banyak yang mencoba memberikan 
kriteria pemimpin dengan mengacu pada peristiwa pergantian 
pemimpin pada masa al-Khulafa ar-Rasyidin, maka dari sinilah ada 
beberapa syarat bagi seorang pemimpin. 
     Pertama, seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang adil. 
Magsud adil adalah lawan kata dari kata dzalim, sebagaimana yang 
tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang artinya “Sesungguhnya 
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengaan adil”.  
     Kedua, Laki-laki sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang 
artinya“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita”. Dan 
diperkuat oleh hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, at-
Tirmizi dan an-Nasai yang artinya:”Tidak akan sejahtera suatu kaum 
menyerahkan kepemimpinanya kepada seorang wanita”. 
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     Ketiga, Merdeka yang dimaksud adalah merdeka dari segala hal, 
dengan demikian seorang pemimpin diharapkan mampu berfikir, 
bertindak, berbuat, mengabdi dengan masyarakat dengan maksimal, 
artinya tidak pilih kasih dalam menjalankan roda kepemimpinannya.
20
  
     Keempat, Balig yang dimaksud sudah dewasa dan mempunyai 
kecerdasan emosional. Kelima, Berakal sehat, tidak mempunyai cacat 
mental, yang dimaksud adalah cerdas yang dapat mengemban tugas 
kepemimpinannya dengan baik.   
     Keenam, Bisa menjadi hakim yang dimaksud baik menguasai 
dalam ilmu hukum, maupun dalam mengambil keputusan dengan 
menggunakan ijtihad.  
     Ketujuh, mempunyai keahlian tentang militer, ini menjadi syarat 
seorang pemimpin karena seorang pemimpin harus menjaga dan 
melindungi rakyatnya.  
     Kedelapan, Tidak cacat fisik artinya agar dalam menjalankan roda 
kepemimpinanya tidak terjadi kesalahan karena pemimpin yang cacat 
dalam menjalankan kepemimpinannya tidak akan optimal dalam 
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menjalankannya, karena banyak tugas yang harus dikerjakan dalam 
pemerintahan.
21
 
     Ada sebelas persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang imam, 
yaitu: 
1. Islam 
          Syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap kepemimpinan dalam 
Islam, baik berskala kecil ataupun besar, terutama dalam ranah 
kepemimpinan tertinggi. 
2. Baliq 
     Persyaratan ini bersifat jelas dan pasti dalam setiap 
kepemimpinan Islam, baik berskala kecil maupun besar. Imamah 
tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena semua urusannya 
berada di bawah walinya dan diwakili orang lain. 
3. Berakal 
     Syarat ini termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti. 
Tidak sah, kepemimpinan orang yang hilang akalnya karena gila 
atau faktor lain, karena akal merupakan alat berpikir. Ketika akal 
hilang, orang tidak bisa berpikir. 
4. Status Merdeka 
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     Syarat ini juga termasuk salah satu syarat penting dalam 
imamah, karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu 
tanpa seizin tuannya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya 
sendiri. 
5. Laki-laki 
     Syarat menjadi imam adalah laki-laki. Tidak ada perbedaan 
pendapat dalam hal ini diantara para ulama.
22
 
6. Berilmu 
     Termasuk salah satu syarat imam adalah memiliki keilmuan 
yang memandai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik. 
Dalam kisah Thalut, Al-Quran telah mengisyaratkan persyaratan 
ilmu ini.  Al-Quran juga menjadikan ilmu sebagai salah satu faktor 
yang membuat Thalut lebih berhak memang kepemimpinan dari 
pada yang lain. 
7. Adil 
     Adil adalah sifat terpendam di dalam jiwa yang mengharuskan 
seseorang untuk menjauhi dosa-dosa besar dan kecil dan menjaga 
diri dari sebagian perkara mubah yang bila dilakukan dapat 
merusak wibawa. Adil adalah rangkaian dari sifat kesusilaan, 
seperti taqwa, jujur, amat, adil, menjaga norma-norma sosial, dan 
menjaga apapun yang diwajibkan syariat untuk dijaga. Berdasarkan 
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syarat ini maka tidak boleh mengangkat orang fasik menjadi 
pemimpin, ataupun orang yang memiliki kekurangan yang 
membuatnya tidak boleh memberikan kesaksian. 
8. Memiliki kecakapan diri 
     Sifat lainnya yang harus dimiliki oleh seorang khilafah adalah 
berani menegakkan hudud, terjun dalam peperangan dan menguasai 
tentang peperangan, mampu memobilisasi rakyat untuk berperang, 
menguasai secara penuh beban politik dan mampu mengatur 
dengan baik, sehingga ia mampu melindungi agama, berjihad 
memerangi musuh, menegakkan hukum, dan mengatur segala 
kepentingan. 
     Dalil untuk syarat ini adalah karakter jabatan imamah yang 
memerlukan seluruh sifat tersebut, agar imam mampu mengatur 
rakyat, mengatur segala urusan agama dan dunia mereka.
23
 
9. Memiliki kecakapan fisik 
     Maksudnya panca indera dan seluruh anggota tubuh normal, 
dimana ketika ada salah satu indera kehilangan fungsinya akan 
berpengaruh pada pikiran dan tindakanya. Misalnya tuna netra, 
tuna wicara, tuna rungu dapat mempengaruhi pikiran seseorang. 
Tuna daksa atau tidak memiliki tangan dan kaki dapat 
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mempengaruhi ketangkasan gerak, mengurangi penampilan, dan 
mengurangi wibawa seorang imam di mata rakyat. 
10. Tidak berambisi mendapatkan imamah 
     Nabi Muhammad SAW menyebutkan syarat ini secara nash. 
Beliau menganggap ambisi meraih imamah tanpa adanya 
kepentingan syar’i sebagai dakwaan yang pelakunya harus 
dihukum dengan saksi dicegah untuk meraih imamah.  
11. Keturuanan Quraisy 
     Ini termasuk salah satu syarat yang disebutkan dalam sejumlah 
nash secara tegas, dsepakati oleh sahabat, tabi’in dan jumhur 
ulama. 
24
 
     Sedangkan beberapa ciri-ciri penting yang menggambarkan 
pemimpin ideal dalam Islam adalah sebagai berikut: 
a) Setia, pemimpin dan yang dipimpin terikat kesetiaan kepada 
Allah SWT. 
b) Terikat pada tujuan, seorang pemimpin ketika diberi amanah 
sebagai pemimpin meliputi tujuan organisasi bukan saja 
berdasarkan kepentingan kelompok, tetapi juga ruang lingkup 
tujuan Islam yang lebih luas. 
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c) Menjunjung tinggi syariat dan akhlaq Islam, ketika ia 
menjalankan tugasnya ia harus patuh pada adab-adab Islam, 
khususnya ketika berhadapan dengan orang yang dipimpinnya 
(rakyat). 
d) Memegang teguh amanah, seorang pemimpin ketika menerima 
kekuasaan menganggapnya sebagai amanah dari Allah, yang 
disertai dengan tanggung jawab. Al-Quran memerintahkan 
pemimpin melaksanakan tugasnya untuk Allah dan selalu 
menunjukan sikap baik kepada orang yang dipimpinnya.
25
 
e) Tidak sombong, menyadari bahwa diri kita ini adalah kecil, 
karena yang besar dan maha besar hanyalah Allah SWT. Dan 
kerendahan hati dalam memimpin merupakan salah satu ciri 
yang patut diterapkan dan dikembangkan. 
f) Disiplin, konsisten dan konsekuen, merupakan ciri 
kepemimpinan dalam Islam didalam segala tindakan dan 
perbuatan seorang pemimpin sebagai wujud seorang pemimpin 
yang profesional akan memegang teguh terhadap janji, ucapan, 
dan perbuatan yang dilakukan karena, karena ia menyadari 
bahwa Allah mengetahui semua yang ia lakukan meskipun ia 
berusaha bagaimanapun menyembunyikannya. 
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4. Batas Masa Jabatan Pemimpin 
          Dalam masa jabatannya khalifah dibatasi oleh pelaksanaan 
khalifah terhadap sesuatu yang menjadi dasar pembaitannya yaitu 
Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. 
     Khalifah wajib mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah 
serta menerapkan hukum-hukumnya jika khalifah tidak lagi menjaga 
syariah atau tidak menerapkannya maka ia wajib untuk dipecat. 
Seorang khalifah dapat mundur dari jabatannya apabila: 
1. Keadilan yang ternoda yaitu karena faktor mengikuti syahwat yang 
berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, seperti 
mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran akibat menuruti 
syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. 
2. Syubhat adalah menyalahi kebenaran, syubhat menghalangi  
 seseorang untuk diangakat menjadi khalifah dan memutus 
 kepemimpinannya. Cacatnya  tubuh seorang khalifah juga dapat 
 memutus kepemimpinannya seperti cacat pancaindra, cacat 
 anggota tubuh, cacat perbuatan.
26
 
     Apabila seorang imam telah menunaikan hak-hak umat seperti 
yang telah saya sebutkan sebelumnya, berarti ia telah menunaikan 
hak-hak Allah SWT yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
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mereka.    Dengan demikian, ia meiliki dua hak yang harus dipenuhi 
oleh rakyat, yaitu ditaati dan dibantu selama tidak ada perubahan 
dalam dirinya. Dua hal yang dapat mengubah nilai dirinya dan 
menyebabkannya harus mundur dari imamah (kepemimpinan): 
1. Keadilan ternoda 
2. Tubuhnya cacat 
     Keadilan yang ternoda itu disebut juga dengan fasik masih terbagi 
lagi menjadi dua. Pertama, karena faktor mengikuti syahwat dan 
kedua, karena faktor syubhat. Faktor pertama (karena mengikuti 
syahwat) berhubungan dengan perbuatan-perbuatan anggota tubuh, 
seperti mengerjakan larangan dan berbuat kemungkaran akibat 
menuruti syahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu.  
     Kefasikan seperti ini dapat menghalangi seseorang untuk ditunjuk 
sebagai imam dan dapat mempengaruhi keberlangsungan imamah 
(kepemimpinannya). Jika seorang imam sudah ternoda kefasikannya, 
ia harus segera menundurkan diri dari imamah (kepemimpinan) nya. 
Adapun jika di kemudian hari ia kembali bersifat adil, kursi imamah 
(kepemimpinan) tidak otomatis kembali lagi kepada dirinya, tetapi 
harus dilakukan pengangkatan baru.
27
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      Kedua berhubungan dengan keyakinan, yang disebut juga dengan 
syubhat, maksud syubhat disini adalah menyalahi kebenaran. Para 
ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian dari meraka 
berpendapat bahwa faktor syubhat dapat menghalangi seseorang untuk 
diangkat sebagai imam dan memutus keberlangsungan imamah 
(kepemimpinan) nya. Jika syubhat telah menodai seorang imam, 
hendaknya ia segera mengundurkan diri dari imamah (kepemimpinan) 
nya. Ketika hukum kafir memiliki status yang sama, baik antara yang 
di takwil maupun yang tidak ditakwil, hukum fasik juga harus 
demikian adanya. Mayoritas ulama Basrah berkata, “Faktor syubhat 
sebenarnya tidak menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai 
imam dan ia tidak harus mundur dari imamah (kepemimpinan) nya.
28
 
     Cacatnya tubuh pada diri seorang imam (khalifah) terbagi menjadi 
tiga bagian: 
1. Cacat pancaindra 
2. Cacat anggota tubuh 
3. Cacat perbuatan 
Cacat pancaindra terbagi menjadi tiga bagian: 
1. Cacat yang dapat mengahalangi seseorang untuk diangkat 
sebagai imam (khalifah) 
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2. Cacat yang tidak menghalangi seseorang untuk diangkat 
sebagai imam (khalifah) 
3. Cacat yang masih diperselisihkan oleh ulama 
     Cacat yang dapat mengalangi seseorang untuk diangkat sebagai 
imam ada 2: 
1. Hilang ingatan 
2. Hilang penglihatan29 
Hilang ingatan terbagi menjadi dua: 
1) Hilang ingatan yang memiliki kemungkinan untuk sembuh, 
seperti pingsan. Cacat seperti ini tidak menghalangi seseorang 
untuk diangkat sebagai imam dan ia tidak harus mengundurkan 
diri dari imamah (kepemimpinan) nya sebab cacat jenis ini 
tergolong penyakit ringan dan dapat pulih dalam waktu cepat. 
Rasulullah SAW sendiri ketika sakit pernah tidak sadarkan diri. 
2) Hilang ingatan yang berkepanjangan dan tidak bisa diharapkan 
kesembuhannya, seperti gila. Gila masih terbagi menjadi dua 
bagian: 
1. Gila menahun yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Gila 
 seperti ini dapat menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai 
 imam dan dapat menghalangi keberlangsungan imamah 
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 (kepemimpinan) nya. Jika seorang imam mengalami gila, 
 imamah (kepemimpinan) nya otomatis menjadi batal setelah 
 dilakukan pemeriksaan terhadapnya. 
2. Gila yang memungkinkan sembuh dan kembali normal. Hal ini 
 harus dikaji secara matang. Jika kondisi gilanya lebih lama 
 dibandingkan dengan kondisi normalnya, ia dihukumi seperti 
 gila menahun yang menyebabkan tidak bisa diangkat sebagai 
 imam.
30
 
     Hilang penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk diangkat 
sebagai imam dan melanjutkan imamah (kepemimpinan) nya. Artinya, 
jika seorang imam mengalami kebutaan, imamah (kepemimpinan) nya 
tidak dapat dilanjutkan. Alasannya, jika kebutaan dapat menghalangi 
seseorang hakim untuk melanjutkan tugasnya dan memberikan 
kesaksian, tentunya hal itu lebih menghalangi seseorang untuk 
diangkat sebagai imam. 
Adapun cacatnya anggota tubuh terbagi menjadi empat bagian: 
1. Cacatnya anggota tubuh yang tidak menghambat pikiran, tindakan, 
 gerakan, dan kejernihan pandangan seperti terpotongnya kelamin. 
2. Cacatnya anggota tubuh yang dapat menghambat kinerja, seperti 
 tidak memiliki kedua tangan atau yang dapat menghambat gerakan, 
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 seperti tidak memiliki kedua kaki. Cacat jenis ini menyebabkan 
 seseorang tidak layak untuk diangkat menjadi imam dan 
 melanjutkan imamah (kepemimpinan) nya. Hal itu dikarenakan 
 dalam kondisi seperti itu, ia tidak akan mampu menunaikan hak-
 hak rakyat, baik dalam kondisi optimalisasi kerja maupun 
 progresnya.
31
 
3. Cacat anggota tubuh yang menjadikan seseorang hanya mampu 
 melaksanakan sebagian dari tugas dan kinerjanya, seperti hanya 
 memiliki satu tangan atau satu kaki. Dalam kondisi sepert itu, ia 
 tidak sah diangkat menjadi imam karena ia tidak mampu 
 menjalankan tugasnya secara maksimal. Akan tetapi jika cacat itu 
 terjadi setelah ia diangkat sebagai imam, pendapat fuqaha terbagi 
 menjadi dua menegani ke absahan melanjutkan imamah 
 (kepemimpinan) nya: 
a. Ia harus mengundurkan diri dari imamah (kepemimpinan) nya 
karena cacat yang dideritanya dapat menghalangi dirinya 
untuk diangkat sebagai imam. Dengan demikian, hal itu juga 
menghalangi dirinya untuk melanjutkan imamah 
(kepemimpinan) nya. 
b. Ia tidak harus mengundurkan diri dari imamah 
(kepemimpinan) nya meskipun hal itu menghalangi dirinya 
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untuk diangkat sebagai imam. Hal itu karena di awal 
pengangkatan imamah (kepemimpian), seseorang calon imam 
disyaratkan memiliki fisik yang sempurna dan jika harus 
dilengserkan, disebabkan karena fisiknya tidak sempurna.
32
 
4. Cacat anggota tubuh yang ringan tidak sampai menghambat 
 optimalisasi kerja dan progresnya, seperti terpotongnya hidung, 
 atau rabun nya salah satu mata. Cacat seperti ini tidak 
 menyebabkan  seseorang harus mengundurkan diri dari imamah 
 (kepemimpianan) nya setelah ia diangkat sebagai imam karena 
 cacat seperti itu sama  sekali tidak mempengaruhi hak-hak 
 imamah(kepemimpinan) nya. Mengenai terhalangnya seseorang 
 yang menderita cacat tersebut untuk   diangkat sebagai imam, 
 pendapat fuqaha terbagi menjadi dua: 
a. Cacat seperti itu tidak mengahalangi dirinya untuk diangkat 
 sebagai imam dan tidak termasuk syarat legal yang dapat 
 menghalangi pengangkatannya. Karena cacat seperti itu tidak 
 menghambat sedikit pun terhadap hak-hak imamah 
 (kepemimpinan) nya. 
b. Cacat seperti itu dapat menghalangi dirinya untuk diangkat 
 sebagai imam sebab kesempurnaan fisik menjadi syarat legal 
 pengangkatan seorang imam supaya ia terhindar dari aib yang 
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dapat merendahkan  status imamah (kepemimpinan) nya dan 
terbebas dari cela yang dapat menyebabkannya menjadi bahan 
ejekan, yang akhirnya dapat  mengurangi kewibawaan dirinya 
sebagai seorang imam. Jika  kewibawaan seorang imam 
berkurang, tentu ia tidak akan ditaati  dengan begitu ia telah 
mengurangi hak-hak imamah (kepemimpinan) nya.
33
 
     Adapun cacatnya kecakapan dalam bergerak terbagi menjadi dua, 
yaitu: 
1. Hajr adalah seorang imam dikuasai oleh bawahannya dalam 
menunaikan tugas-tugas imamah nya, tetapi mereka tidak 
memperlihatkan sikap membangkang dan menyulitkan rakyat. 
Hal ini, tidak menggugurkan jabatan imamah (kepemimpinan) 
nya dan tidak merusak legalitas jabatannya. Namun demikian, 
mereka harus dipantau dalam menunaikan tugas-tugas imamah 
(kepemimpinan). Jika tindakannya sesuai dengan hukum agama 
dan prinsip keadilan, ia boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan 
dan penegak hukum. Hal itu dilakukan agar tidak mengganggu 
terlaksananya urusan-urusan agama yang berdampak pada 
kerusakan umat. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan mereka 
keluar dari hukum agama dan prinsip keadilan, ia tidk boleh 
diakui sebagai pelaksana kebijakan dan si imanm harus meminta 
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dukungan pihak lain untuk menggulingkan posisinya dan 
memecat jabatannya.
34
 
2. Qash adalah seorang imam jatuh dalam tawanan musuh dan tidak 
mampu untuk membebaskan diri dari penawan itu. Dalam kondisi 
seperti itu, ia harus diberhentikan dari jabatannya karena tidak 
mungkin memikirkan urusan kaum muslimin, baik musuh yang 
menawannya itu adalah orang-orang musrik maupun kaum 
muslimin yang memberontak. Apabila imam tertawan setelah ia 
menduduki kursi imamah (kepemimpinan), seluruh umat wajib 
membebaskan karena imam (kepemimpinn) yang dikendalikan 
dirinya untuk mendapatkan pertolongan. Dalam hal ini, ia tetap 
berstatus sebagai imam selagi masih diharap kebebasannya dan 
pelepasannya, baik dengan cara perang atau membayar 
tembuhasan. Jika ia ditawan oleh orang-orang musyrik, ia harus 
mengundurkan diri dari imamah (kepemimpinannya) nya.
35
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B. Pelaksanaan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
 Tentang Desa 
1. Pengertian Kepala Desa 
     Kepala desa merupakan unsur terpenting yang harus ada dalam 
suatu sistem Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pemimpin 
tertinggi di sistem pemerintahan desa yang memiliki tugas dan 
wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang yang dipilih 
langsung oleh masyarakat desa.
36
 Pemerintah desa adalah Kepala 
Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  
     Kepala Desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Dalam 
pasal 26 ayat (1) bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan 
Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan 
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
37
 
Selanjutnya dalam ayat (2) kepala desa memiliki wewenang, yaitu: 
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa 
c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa 
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d. Menetapkan peraturan desa 
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
f. Membina kehidupan masyarakat desa 
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa 
h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala 
produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. 
i. Mengembangkan sumber pendapatan desa 
j. Mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan 
negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa 
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna 
m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 
n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan   
     Kepala desa juga berkewajiban sebagaimana yang diatur dalam 
ayat (4) yaitu: 
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
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 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
 Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika. 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
3. Memilihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa 
4. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan 
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender 
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, 
 transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari 
 kolusi, korupsi dan nepotisme. 
7. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku 
 kepentingan di desa 
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik 
9. Mengelola keuangan dan aset desa 
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
 desa 
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa 
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa 
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa 
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa 
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan  
   lingkungan hidup 
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16.  Memberikan informasi kepada masyarakat desa38 
     Sedangkan dalam Pasal 27 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan 
tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26, kepala desa wajib: 
1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap 
 akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota 
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada 
 akhir masa jabatan kepada bupati/walikota 
3. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis 
 kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran 
4. Memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan 
 pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir 
 tahun anggaran 
     Selain memiliki tugas dan wewenang, kepala desa juga dilarang 
melakukan hal yang diatur dalam Pasal 29, yaitu: 
1. Merugikan kepentingan umum 
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota 
keluarga, pihak lain, dan golongan tertentu 
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya 
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4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan golongan 
 masyarakat tertentu 
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa 
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, 
 barang, dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi 
 keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya 
7. Menjadi pengurus partai politik 
8. Menjadi anggota dan pengurus organisasi terlarang 
9. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota Badan 
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
10. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau 
 pemilihan kepala daerah 
11. Melanggar sumpah atau janji jabatan 
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-
 turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat di 
 pertanggungjawabkan.
39
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2. Dasar Hukum Pemerintahan Desa 
      Dasar hukum Pemerintahan Desa terdapat dalam Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 dan 2, 
pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai lingkup 
pemerintahan terkecil dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah 
desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu 
perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.      
Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Desa penyelenggaraan 
pemerintahan desa berdasarkan asas: 
a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang 
 mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, 
 kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 
 pemerintahan desa. 
b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi 
 landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam  
 pengendalian penyelenggara pemerintahan desa. 
c. Tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan 
 kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan 
 selektif. 
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d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
 masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan 
 tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa 
 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
 undangan. 
e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan 
 antara hak dan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan desa. 
f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang 
 berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
 undangan. 
g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
 dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus 
 dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai 
 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
h. Efektivitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa 
 setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan 
 yang diinginkan masyarakat desa. 
i. Kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam 
 penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan 
 kepentingan masyarakat desa. 
j. Keberagaman adalah penyelenggaran pemerintahan desa yang 
 tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. 
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k. Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang 
 mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
40
 
     Dalam Pasal 25 disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud dlam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan 
nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut 
dengan nama lain. Diperjelas dengan Pasal 26 bahwa Kepala Desa 
bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa. 
3. Syarat-syarat Menjadi Kepala Desa 
     Seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Desa wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1. Warga negara Republik Indonesia  
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
 Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika 
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4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama 
 atau sederajat 
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat 
 mendaftar 
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa 
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa 
 setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran 
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara 
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
 pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
 melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 
 paling singkat 5 (lima) Tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun 
 setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara 
 jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah 
 dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang 
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 
 pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
11. Berbadan sehat 
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 
 jabatan 
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13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.41 
4. Batas Masa Jabatan Kepala Desa 
     Batas masa jabatan Kepala Desa atau Seorang Kepala Desa dapat 
diberhentikan dari jabatannya apabila : 
1. Kepala Desa berhenti karena: 
a. Meninggal dunia 
b. Permintaan sendiri 
c. Diberhentikan 
2. Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 huruf c karena: 
a. Berakhir masa jabatannya 
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
 berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan 
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa 
d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa 
3. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
 ditetapkan oleh Bupati/Walikota
42
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4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa 
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan 
 Pemerintah. 
     Kepala desa dipilih melalui pemilihan secara langsung yang diatur 
dalam undang-undang tentang desa. Kepala desa berhenti karena tiga 
hal yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 
 
                              BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Way Terusan 
     Desa Way Terusan berdiri atau dibuka pada tahun 1997 yang 
berasal dari trasmigrasi daerah Lampung Selatan sebanyak 300 KK, 
yang diurus oleh pihak trasmigrasi, setelah itu barulah dibentuk 
perangkat desa. Sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang 
perkembangan penduduk desa Way Terusan berkembang pesat 
menjadi 450 KK: 1.755 Jiwa dari berbagai macam suku yang semua 
ini menjadi berbagai macam suku yang semua ini menjadi sumber 
pemberdayaan desa. 
     Sejak berdirinya desa Way Terusan sampai sekarang tidak pernah 
dilakukan pergantian kepala desa.
1
 
2. Letak Geografis Desa Way Terusan 
1) Batas Wilayah Desa 
 Sebelah Utara : PT. INDO LAMPUNG PERKASA 
 Sebelah Timur : Desa Way Terusan SP 3 
 Sebelah Selatan : HTI. REGISTER 47 
 Sebelah Barat : Desa Way Terusan SP 1 
                                                             
 1
Data Desa Way Terusan, Tahun 2018. 
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2) Keadaan Sosial dan Budaya 
1. Sarana Pendidikan 
No. Lembaga Pendidikan Jumlah 
1) TK   4 Buah 
2) SD Sederajat 3 Buah 
3) SMP Sederajat 2 Buah 
4) SMA Sederajat 1 Buah 
5) Pondok Pesantren  2 Buah 
 Jumlah 12 Buah 
 
 2. Sarana Keagamaan dan Peribadatan 
No. Sarana Jumlah 
1) Masjid 1 Unit 
2) Langgar  4 Unit 
3) Gereja  1 Unit 
4) Vihara  - Unit 
5) Pura - Unit 
6) Majlis Ta’lim    - Unit 
7) TPA - Unit 
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8) Risma  - 
9) Makam 5 Unit 
10) Guru ngaji  25 orang 
Jumlah 36 
 
  2. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1) Belum Sekolah  82 
2) Tidak Tamat SD    - 
3) Tamat SD Sederajat 880 Orang 
4) Tamat SMP Sederajat 445 Orang 
5) Tamat SMA Sederajat 128 Orang 
6) Tamat Akademi/ SI   21 Orang 
7) Buta Huruf     - 
Jumlah  1.556 Orang 
  
3. Jumlah Penduduk dengan Mata Pencaharian 
No. Jenis Mata Pencaharian Jumlah 
1) Petani 395 Jiwa 
60 
 
2) Pedagang    112 Jiwa 
3) Buruh  405 Jiwa 
4) Pegawai Swasta    - 
5) PNS    18 Orang  
6) TNI/POLRI   - 
7) Pengemudi    - 
8) Wiraswasta   17 Jiwa 
Jumlah 947Jiwa 
 
4. Penduduk Menurut Usia 
No. Rentan Usia Jumlah 
1) 0 – 5 Tahun  31 Jiwa 
2) 6 – 15 Tahun 175 Jiwa 
3) 30 – 34 Tahun 195 Jiwa 
4) 60 Tahun ke atas  43 Jiwa 
Jumlah 1.755 Jiwa 
 
   5. Penduduk Menurut Agama 
No. Agama Jumlah 
1) Islam 1593 Orang 
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2) Katolik      6  KK 
3) Kristen       19 KK 
4) Budha       - 
5) Hindu         I KK 
6) Aliran Kepercayaan       - 
Jumlah 1.755 Jiwa 
  
3. Keadaan Ekonomi 
     Secara ekonomi masyarakat di desa Way Terusan dikategorikan 
masyarakat yang tingkat ekonominya tingkat menengah ke bawah 
yang tingkat menengah keatas hanya sebagian kecil saja. Mata 
pencariannya mayoritas sebagai buruh di PT Sugar Group Companie, 
petani dan sawah. Sebagian kecil pegawai negeri.
2
 
 
B. Pemilihan Kepala Desa Way Terusan Kecamatan Bandar 
 Mataram Kabupaten Lampung Tengah 
      Pemilihan kepala desa di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar 
Mataram Kabupaten Lampung Tengah belum pernah dilakukan 
pemilihan Kepala Desa. Pilkades di desa Way Terusan dilakukan 
dengan sistem penunjukan langsung yang pada awalnya  ditunjuk oleh 
                                                             
 2 Wawancara dengan Bapak Giok, Ketua RT  Pukul 19.30  Tanggal 25 Oktober 2018 di 
Rumah.  
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pihak trasmigrasi di provinsi lampung namun sampai dengan saat ini 
belum pernah dilakukan pemilihan kepala desa kembali.
3
 Hal ini di 
dasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Bab II Pasal 3 
bahwa penyelenggaraan trasmigrasi bertujuan untuk menigkatkan 
kesejahteraan trasmigrasi dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan 
pemerataan pembangunan daerah, serta memperkukuh persatuan dan 
kesatuan bangsa.  
          Pilkades di desa Way Terusan Kabupaten Lampung Tengah yang 
 diselenggarakan pada Tahun 1997 pada dasarnya adalah untuk 
 mewujudkan adanya kepala desa di desa Way Terusan untuk 
 memimpin pemerintahan desa Way Terusan. Hal tersebut penting 
 karena penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdaya guna dan 
 berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, hanya akan 
 terwujud manakala ada kepala desa. 
        Pemilihan kepala desa di desa Way Terusan yaitu dengan cara 
penunjukan langsung oleh pihak trasmigrasi melalui kesepakatan 
beberapa anggota masyarakat yang kemudian di tetapkan menjadi 
Kepala Desa.
4
Dalam hal ini kepala desa merupakan figur yang sangat 
penting dan srategis peranannya dalam rangka memajukan masyarakat, 
                                                             
 3
Wawancara dengan Bapak Giok, Ketua RT  Pukul 19.30  Tanggal 25 Oktober 2018 di 
Rumah. 
 4
Wawancara dengan Bapak Giok, Ketua RT  Pukul 19.30  Tanggal 25 Oktober 2018 di 
Rumah. 
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desa dan pemerintahan desa setempat. Untuk mewujudkan semua itu 
jelas diperlukan adanya suatu proses pemilihan Kepala Desa yang 
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Pendasaran 
itu penting adanya hal ini dikarenakan proses pilkades sangat panjang 
dan saling terkait, mulai dari pendaftaran untuk mendapatkan bakal 
calon, memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap, 
dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi daerah, hingga 
pembiayaan dari pilkades itu sendiri.  
        Namun pada kenyataan nya pelaksanaan pemilihan kepala desa 
 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 belum 
 dilaksanakan di desa Way Terusan hal ini tentu menghambat tingkat 
 demokrasi yang ada di desa Way Terusan. Sebagai suatu kesatuan 
 masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
 mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
 adat istiadat setempat, desa merupakan suatu wilayah yang diakui 
 dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten 
 serta dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Seorang Kepala Desa dalam 
 memimpin desa tidaklah berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. 
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C. Masa Jabatan Kepala Desa Way Terusan Kecamatan Bandar 
 Mataram Kabupaten Lampung Tengah 
     Masa jabatan kepala desa di desa Way Terusan sudah 28 Tahun  
yaitu sejak Tahun 1997 sampai dengan sekarang belum pernah 
dilakukan pemilihan kepala desa dalam hal ini untuk mengetahui 
pokok permasalahan ini saya mewawancarai beberapa tokoh 
masyarakat dan anggota masyarakat di antaranya: 
      Kepala desa Way Terusan masih bisa menjabat sebagai kepala desa 
Way Terusan karena masyarakat masih mempercayai beliau untuk 
menjabat sebagai kepala desa dan beliau dianggap lebih mampu dan 
berpengalaman dalam memimpin desa Way Terusan. Beliau juga 
beranggapan bahwa untuk memajukan desa way terusan, desa tidak 
harus bergantung dengan pemerintah pusat karena desa Way Terusan 
dianggap mampu memenuhi kebutuhan desa dengan hasil pertanian 
mereka sendiri.
5
 
      Kepala desa Way Terusan masih dapat menjabat sebagai kepala 
desa karena masyarakat masih mempercayai beliau untuk menjabat 
sebagai kepala desa.
6
 
      Kepala desa Way Terusan masih dapat menjabat sampai dengan 
saat ini dikarenakan belum ada orang yang dapat menggantikan beliau 
                                                             
 5
Wawancara dengan Bapak Ngadiman, Pukul 19.40 Tanggal 2 Juli 2018 di Rumah. 
 6
Wawancara dengan Bapak Slamet, Pukul 20.00 Tanggal 2 Juli 2018 di Rumah. 
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untuk menjadi kepala desa hal ini dikarenakan beliau lebih mampu 
dan berpengalaman dalam memimpin desa serta dari pemerintah pusat 
tidak pernah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
khususnya Pasal 39 ayat 1 dan 2 Tentang masa jabatan kepala desa 
bahwa kepala desa memang jabatan selama 6 (enam) Tahun terhitung 
sejak tanggal pelantikan. Dan kepala desa sebagaimana di maksud 
pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan 
secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.  
       Sebelumnya perangkat desa pernah disosialisasikan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
khususnya Pasal 1 ayat 12 tentang desa tetapi dalam 
mensosialisasikan Undang-undang tersebut tidak membahas tentang 
masa jabatan kepala desa.
7
 
      Untuk memilih seorang pemimpin kita sebagai umat Islam harus 
memilih pemimpin dari orang Islam serta harus memiliki persyaratan 
yang sesuai dengan syariat Islam. Namun mengenai masa jabatan 
kepala desa beliau beranggapan bahwa seharusnya kepala desa Way 
Terusan mundur dari jabatan nya hal ini disebabkan sebagian besar 
masyarakat menginginkan dilakukannya pemilihan kepala desa lagi 
karena kepala desa Way Terusan sudah menjabat sebagai kepala desa 
dengan jangka waktu yang lama, dan dalam pemilihan perangkat desa, 
                                                             
 7
Wawancara dengan Bapak Giok dkk, Pukul 16.00 Tanggal 3 Juli 2018 di Rumah. 
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kepala desa lebih mengutamakan memilih dari anggota keluarga 
beliau.  
      Dalam Al-Qur’an maupun Hadits memang tidak di jelaskan 
mengenai batas masa jabatan seorang pemimpin. Namun selama 
pemimpin tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, 
serta mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan 
tanggung jawab kepemimpinan nya maka ia tetap sah menjadi 
pemimpin.
8
 
      Kepala desa Way Terusan masih dapat menjabat sebagai kepala 
desa sampai dengan saat ini karena beliau adalah seorang mantan 
preman sehingga masyarakat takut jika mengusulkan untuk 
melakukan pemilihan kepala desa, dan sampai saat ini kepala desa 
way terusan masih ingin menjabat sebagai kepala desa dan tidak dapat 
digantikan sebelum kepala desa tersebut meninggal dunia atau 
meletakkan jabatan nya sebagai kepala desa.
9 
     Berdasarkan hasil penelitian jika dilihat menggunakan Teori 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Kepala Desa 
Way Terusan tidak melanggar peraturan yang di tetapkan Undang-
Undang  khususnya yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 bahwa 
                                                             
 8
Wawancara dengan Bapak Abdullah Singgih, Pukul 16.00 Tanggal 4 Juli 2018 di 
Rumah. 
 9
Wawancara dengan Bapak Ahmad Dahlan dkk, Pukul 20.00 Tanggal 4 Juli 2018 di 
Rumah. 
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Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
tanggal pelantikan dan menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa 
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 
     Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa masa jabatan Kepala 
desa maksimal adalah 18 tahun baik terpilih secara berturut-turut 
maupun tidak terpilih secara berturut-turut. Namun jika di ukur secara 
Prakteknya Kepala Desa Way Terusan telah melanggar Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 39 ayat 1 dan 2.  
Di desa Way Terusan Kepala Desa telah ada dan menjabat sejak awal 
berdirinya desa ini yaitu dari Tahun 1997 sampai dengan saat ini. 
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BAB  IV 
ANALISIS DATA 
 
A. Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014    
 Tentang Desa di Desa Way Terusan Kecamatan Bandar 
 Mataram Kabupaten Lampung Tengah   
 
 
     Sejarah perjalanan peraturan yang mengatur terkait pengaturan 
desa, baik sebelum Indonesia merdeka dan berdaulat maupun setelah 
Indonesia merdeka, merupakan proses kristalisasi norma yang bisa 
dibilang cukup lama seiring dengan kompleksitas dan keberagaman 
jenis desa di indonesia. Hal ini bisa dilihat pada sejarah 
perkembangan peraturan terkait desa yang sangat dinamis dan 
kompleks, yang kebanyakan dari pengaturan tersebut, sangat jarang 
ditemukan dalam suatu peraturan Undang-Undang khusus atau 
Undang-Undang tersendiri yang mengatur secara ekslusif mengenai 
Desa. 
     Kebanyakan dari peraturan tersebut diselipkan pada pengaturan 
mengenai Pemerintahan Desa, seperti pada Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai 
Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang berhak mengatur dan 
menurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
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Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah, dan kemudian setelah amandemen 
kedua UUD NKRI 1945 pada tahun 2000, pengaturan mengani Desa 
diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Kemudian dilakukan perubahan lagi yaitu 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berisi 16 Bab dan 122 
Pasal yang mengatur khusus tentang Desa. 
     Terkecuali ditahun 1965 dan di tahun 1974 terdapat Undang-
Undang yang mengatur secara khusus mengenai desa, seperti 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tetang Desa Praja sebagai 
bentuk Peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat 
III di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 
     Adapun sebelum Indonesia merdeka pada masa penjajahan 
pemerintah Hindia Belanda juga terdapat peraturan yang mengatur 
secara khusus mengenai desa, yaitu pada tahun 1906 dengan 
Staatsbald Nomor 3, pemerintah Belanda menetapkan Inlandsche 
Gemente Ordonantie (I.G.O) dan pada tahun 1938 Inlandsche 
Gemente Ordonantie Buitengewesten (I.G.O.B). Kedua Ordonantie 
ini dimaksudkan untuk mengatur desa sebagai kesatuan masyarakat 
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hukum adat, terhadap jawa dan madura berlaku Inlandsche Gemente 
Ordonantie (I.G.O) dan diluar jawa dan madura berlaku Inlandsche 
Gemente Ordonantie Buitengewesten (I.G.O.B). 
     Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Way 
Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah 
dalam kenyataannya menimbulkan pertanyaan yang dilematis jika 
diukur menggunakan Teori oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa belum melampaui 18 
tahun tetapi jika diukur dengan prakteknya Kepala Desa Way 
Terusan telah melampaui batas masa jabatannya sebagai Kepala 
Desa. 
     Jika dilihat menggunakan Teori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa Kepala Desa Way Terusan tidak melanggar 
peraturan yang di tetapkan Undang-Undang  khususnya yang diatur 
dalam Pasal 39 ayat 1 dan 2 bahwa Kepala Desa memegang jabatan 
selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan 
menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut. 
        Dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa masa jabatan 
Kepala desa maksimal adalah 18 tahun baik terpilih secara berturut-
turut maupun tidak terpilih secara berturut-turut. Namun jika di ukur 
secara Prakteknya Kepala Desa Way Terusan telah melanggar 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 39 ayat 
1 dan 2.  Di desa Way Terusan Kepala Desa telah ada dan menjabat 
sejak awal berdirinya desa ini yaitu dari Tahun 1997 sampai dengan 
saat ini. 
     Hal ini disebabkan karena Undang-Undang tersebut belum di 
sosialisasikan di desa Way Terusan khususnya Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 39 ayat 1 dan 2. Sebagian 
masyarakat masih mempercayai Kepala Desa Way Terusan untuk 
menjabat sebagai kepala desa dan beliau dianggap lebih mampu dan 
berpengalaman dalam memimpin desa Way Terusan. Namun 
sebagian masyarakat yang lain juga beranggapan bahwa kepala desa 
way terusan masih dapat menjabat sebagai kepala desa sampai 
dengan saat ini karena beliau adalah seorang mantan preman 
sehingga masyarakat takut jika mengusulkan untuk melakukan 
pemilihan kepala desa, dan sampai saat ini kepala desa way terusan 
masih ingin menjabat sebagai kepala desa dan tidak dapat digantikan 
sebelum kepala desa tersebut meninggal dunia atau meletakkan 
jabatan nya sebagai kepala desa.  
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B. Tinjuan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Way 
Terusan Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah 
   
     Dalam Islam pelaksanaan kepemimpinan tidak dibatasi dengan 
waktu tertentu oleh karena masa jabatan itu tidak menjadi masalah 
selama dalam kepemimpinannya ia mampu untuk memberikan 
kesejahteraan bagi masyarakat, menjalankan syariah, dan 
menerapkan hukum-hukum Allah serta melaksanakan tugasnya 
dalam menjalankan kepemimpinannya maka seorang pemimpin 
tidak dapat mundur dari jabatannya. Seorang pemimpin tidak 
dibatasi dalam masa jabatannya tetapi dalam masa jabatannya 
pemimpin dibatasi oleh pelaksanaan kepemimpinannya. 
     Dalam Islam kekuasaan adalah tanggung jawab, kekuasaan 
disyariatkan untuk merealisasikan dan mencapai serangkaian tujuan. 
Realisasi dan pencapaian tujuan ini merupakan tanggung jawab. 
Dalam Islam istilah pemimpin dikonotasikan dengan istilah 
Khalifah, Imamah, dan Ulil Amri. Khilafah adalah pengganti yaitu 
seseorang yang menggantikan orang lain dalam beberapa persoalan. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kata khilafah yang berarti 
pengganti telah berkembang menjadi gelar bagi pemimpin tertinggi 
masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama”.  
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       Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa pemimpin 
adalah orang yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberi 
tanggung jawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk 
mencapai tujuan bersama dalam suatu masyarakat.            
 Dalam kepemimpinannya khalifah tidak mempunyai batas masa 
jabatan tertentu yang dibatasi dengan patokan waktu tertentu. Selama 
khalifah tetap menjaga syariah, menerapkan hukum-hukumnya, serta 
mampu untuk melaksanakan berbagai urusan negara dan dapat 
tanggung jawab terhadap kekhalifahan maka ia tetap sah menjadi 
khalifah.    
       Seperti pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ia 
memimpin sejak dibaiat sampai menginggal dunia. Akan tetapi jika 
pada masa kekhalifahan terjadi sesuatu yang mengakibatkan dipecat 
atau yang mengharuskan dirinya di pecat maka masa jabatannya 
berakhir dan ia dipecat. Pemecatan dirinya bukanlah pembatasan 
masa kekhalifahan tetapi dalam masa jabatannya khalifah dibatasi 
oleh pelaksanaan khalifah terhadap sesuatu yang menjadi dasar 
pembaitannya yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Khalifah 
wajib mengamalkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah serta 
menerapkan hukum-hukumnya jika khalifah tidak lagi menjaga 
syariah atau tidak menerapkannya maka ia wajib untuk dipecat. 
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Seorang khalifah dapat mundur dari jabatannya apabila melanggar 
peraturan yang telah di tetapkan Al-Quran dan Al-Hadits.  
       Berkaitan dengan batas masa jabatan pemimpin dalam Islam, 
penulis berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada pembatasan masa 
jabatan tertentu yang dibatasi dengan waktu tertentu. Selama 
pemimpin menjalankan syariah, dan menerapkan hukum-hukum 
Allah serta melaksanakan tugasnya dalam menjalankan 
kepemimpinannya maka seorang pemimpin tidak dapat mudur dari 
jabatannya atau tetap sah menjadi pemimpin.  
       Seorang pemimpin tidak dibatasi dalam masa jabatannya tetapi 
dalam masa jabatannya pemimpin dibatasi oleh pelaksanaan 
kepemimpinannya. Apabila seorang pemimpin tidak lagi 
mengamalkan Kitabullah dan tidak mengamalkan Sunnah Rasulullah 
serta tidak menerapkan hukum-hukum Allah maka pemimpin 
tersebut dapat dipecat dari jabatannya. Dalam fiqh siyasah dasar 
hukum kepemimpinan terdapat dalam  firman Allah SWT dalam 
surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi: 
                          
                  
                
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. 
Al-Baqarah: 2 ayat 30) 
 
     Dalam ayat tersebut kata khalifah tidak hanya ditunjukkan kepada 
para khalifah sesudah Nabi, tetapi juga kepada semua manusia yang 
ada dibumi ini yang bertugas memakmurkan bumi ini. Kata lain yang 
dipergunakan yaitu Ulil Amri yang mana kata ini satu akar dengan 
Amir sebagaimana disebutkan diatas. Kata Ulil Amri berarti 
pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman 
Allah SWT  dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 
                   
                      
                   
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 
kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa: 4 ayat 59) 
 
     Makna dari surat tersebut adalah setiap orang yang beriman harus 
taat kepada Allah dan Rasulnya. Kepada pemimpin kita harus taat jika 
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pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits. Namun jika 
pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits kita boleh 
tidak mentaatinya. Dan apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan 
maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Maksud dari kembali 
kepada Allah dan Rasulnya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan 
Al-Hadits, kita cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam Al-Quran 
dan Al-Hadits tentang apa yang kita perselisihkan itu. 
 
َاَنث َّدَح   د َّدَسُم َاَنث َّدَح َىيَْحي  ُنْب   ديِعَس  ْنَع  ِدَْيبُع  ِ َّاللّ ِيَنث َّدَح   عِفَان  ْنَع  ِدْبَع 
 ِ َّاللّ  َيِضَر  ُ َّاللّ  ُوْنَع  ْنَع   ِيبَّنلا ىَّلَص  ُ َّاللّ  ِوَْيلَع  َمَّلَسَو  َلَاق  ُعْم َّسلا 
 ُةَعاَّطلاَو َىلَع  ِءْرَمْلا  ِِملْسُمْلا اَميِف  َّبََحأ  َهِرَكَو اَم  َْمل  ْرَمُْؤي   َةيِصْعَمِب اَِذَإف 
          َرُِمأ   َةيِصْعَمِب  ََلَف  َعْمَس  َلَو  َةَعَاط 
 
Ibn umar r.a berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Seorang 
muslim wajib mendengar dan ta’at pada pemerintahannya, dalam apa 
yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah maksiat. 
Maka apabila disuruh maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak 
wajib ta’at. (HR. Bukhori No. 7144) 
     Hadis diatas menunjukkan bahwa kepatuhan seorang rakyat 
terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu 
dimana seorang rakyat wajib ta’at dan patuh dan ada pula saat dimana 
rakyat tidak perlu patuh, bahkan boleh untuk memberontak atau 
melawan. Dalam hadis diatas, batasan-batasan kepatuhan terhadap 
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pemimpin itu adalah selama pimimpin tidak memerintahkan rakyatnya 
untuk berbuat maksiat. 
     Yang dimaksud maksiat disini adalah tindakan-tindakan yang 
mendurhakai Allah yang dilakukan oleh para pemimpin kita, wakil 
rakyat kita dan bahkan ulama-ulama kita. Seperti korupsi, kolusi dan 
semua hal yang mengarah pada ketidak jujuran dalam memimpin 
negeri ini serta mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada 
rakyat kecil juga termasuk maksiat. Bukan hanya itu, seorang ulama 
yang pandai berkhutbah namun dia menjadi juru kampanye dari 
pemimpin yang korupsi juga telah masuk dalam kategori berbuat 
maksiat.  
Dengan demikian, kemaksiatan yang tidak perlu dipatuhi seorang 
rakyat terhadap pemimpinnya adalah kemaksiatan yang mendurhakai 
Allah. Dari hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa apabila pemimpin 
kita sudah tidak lagi memegang prinsip-prinsip kejujuran serta tidak 
lagi berpihak pada kepentingan rakyat kecil, maka batasan kepatuhan 
terhadap pemimpin tersebut sudah gugur dengan sendirinya, karena 
pemimpin itu sendiri sudah termasuk kemaksiatan yang perlu untuk di 
hapuskan di muka bumi ini. 
     Seorang khalifah wajib mudur dari jabatan nya apabila ada 
beberapa hal menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi khalifah 
dan memutus kepemimpinannya. Menurut imam Al-Mawardi 
78 
 
cacatnya tubuh seorang khalifah juga dapat memutus 
kepemimpinannya seperti cacat pancaindra, cacat anggota tubuh, cacat 
perbuatan.  
     Cacat pancaindra adalah cacat yang dapat menghalangi seorang 
khilafah dalam menjalankan tugasnya sebagai khilafah seperti hilang 
ingatan dan hilang penglihatan. Cacat anggota tubuh adalah cacat 
yang dapat menghalangi seorang imam dalam menjalankan tugasnya 
seperti tidak memiliki kedua tangan atau yang menghambat 
pergerakan seperti tidak memiliki kedua kaki. Dan cacat perbuatan 
adalah cacatnya seorang imam dalam menjalankan tugasnya yang 
dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan khusus 
yang dapat merugikan rakyat. 
      Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa seorang 
khalifah harus mundur dari jabatan nya apabila ada beberapa hal 
yang menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi khalifah yaitu 
cacatnya tubuh seorang khalifah seperti cacat pancaindra, cacat 
anggota tubuh, cacat perbuatan. Hal tersebut dapat memutus 
kepemimpinan seorang khilafah karena cacat tersebut dapat 
menghalangi seorang khilafah dalam menjalankan tugasnya. 
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BAB  V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
     Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Way 
 Terusan Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah 
 dalam kenyataannya menimbulkan pertanyaan yang dilematis jika 
 diukur secara Teori oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
 yang mengatur masa jabatan kepala desa belum melampaui 18 
 tahun tetapi jika diukur dengan prakteknya Kepala Desa Way 
 Terusan telah melampaui batas masa jabatannya sebagai Kepala 
 Desa.  
2. Dalam Islam pelaksanaan kepemimpinan tidak dibatasi dengan 
 waktu tertentu oleh karena masa jabatan itu tidak menjadi masalah 
 selama dalam  kepemimpinannya ia mampu untuk memberikan 
 kesejahteraan bagi masyarakat, menjalankan syariah, dan 
 menerapkan hukum-hukum Allah serta melaksanakan 
 tugasnya dalam menjalankan kepemimpinannya maka seorang 
 pemimpin tidak dapat mundur dari jabatannya. Seorang pemimpin 
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 tidak dibatasi dalam masa jabatannya tetapi dalam masa jabatannya 
 pemimpin dibatasi oleh pelaksanaan kepemimpinannya.  
B. Saran 
          Untuk melengkapi peneilitian terhadap kajian ini dan 
berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat 
memberikan saran antara lain: 
1. Disarankan kepada pemerintah bahwa Undang-Undang Nomor 
 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 39 hendaknya di sosialisasikan 
 secara menyeluruh di Indonesia khususnya di desa-desa, agar 
 masyarakat mengetahui Undang-Undang tersebut sehingga 
 dapat di laksanakan secara  menyeluruh di Indonesia. 
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat bahwa pandangan fiqh 
 siyasah mengenai pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 
 6 Tahun 2014, menurut penyusun masih banyak hal yang bisa 
 diteliti lebih lanjut lagi dengan pembahasan mengenai 
 pembatasan masa jabatan seorang pemimpin dalam fiqh  siyasah 
 secara lebih mendalam dan detail. 
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LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG DESA Pasal yang dimuat dalam Skripsi ini dan Penjelasan yang dimuat 
dalam Skripsi ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALINAN 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG 
DESA 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang : a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai 
bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan 
agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis 
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat    
dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, 
makmur, dan  sejahtera; 
c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu 
diatur tersendiri dengan undang-undang;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
membentuk Undang-Undang tentang Desa; 
 
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan               
Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
 
 
 
 
 
Dengan . . . 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 
 
 
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut 
dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan 
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah dan ditetapkan secara demokratis.   
 
5. Musyawarah . . . 
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5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama 
lain adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis.  
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 
BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, 
jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa.  
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan 
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan 
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan 
ekonomi. 
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 
perolehan hak lainnya yang sah.  
 
 
 
 
12. Pemberdayaan . . . 
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12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 
sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui 
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah 
dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah 
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 
Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa. 
 
 
Pasal 2 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
 
 
 
 
 
 
 
Pasal 3 . . . 
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Pasal 3 
Pengaturan Desa berasaskan: 
a. rekognisi; 
b. subsidiaritas; 
c. keberagaman; 
d. kebersamaan;  
e. kegotongroyongan; 
f. kekeluargaan; 
g. musyawarah; 
h. demokrasi; 
i. kemandirian; 
j. partisipasi;  
k. kesetaraan;  
l. pemberdayaan; dan 
m. keberlanjutan. 
 
Pasal 4 
Pengaturan Desa bertujuan: 
a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa 
yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan 
sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum 
atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik 
Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh 
rakyat Indonesia; 
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan 
budaya masyarakat Desa; 
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi 
masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan 
Aset Desa guna kesejahteraan bersama; 
e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, 
efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 
f. meningkatkan . . . 
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f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga 
masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan 
kesejahteraan umum; 
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat 
Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang 
mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian 
dari ketahanan nasional;  
h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta 
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan               
i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek 
pembangunan.  
 
BAB II 
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA 
 
Bagian Kesatu 
Kedudukan 
 
Pasal 5 
Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.  
 
Bagian Kedua 
Jenis Desa 
 
Pasal 6 
(1) Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.  
(2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan 
penyebutan yang berlaku di daerah setempat. 
 
BAB III 
PENATAAN DESA  
 
Pasal 7 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat 
melakukan penataan Desa. 
 
(2) Penataan . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 7 - 
 
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan 
Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan: 
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa; 
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan 
publik; 
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan 
Desa; dan 
e. meningkatkan daya saing Desa.  
(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pembentukan;  
b. penghapusan; 
c. penggabungan;  
d. perubahan status; dan 
e. penetapan Desa. 
   
Pasal 8 
(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan 
mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. 
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada     
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan 
prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, 
kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta 
kemampuan dan potensi Desa.  
(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada        
ayat (1) harus memenuhi syarat: 
a. batas . . . 
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a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun 
terhitung sejak pembentukan; 
b. jumlah penduduk, yaitu:  
1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa 
atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 
2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa 
atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 
3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) 
jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 
4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara 
paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam 
ratus) kepala keluarga; 
5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit             
2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima 
ratus) kepala keluarga; 
6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, 
Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan 
Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 
400 (empat ratus) kepala keluarga; 
7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling 
sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga 
ratus) kepala keluarga; 
8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan 
Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa 
atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 
9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit          
500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala 
keluarga. 
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi 
antarwilayah; 
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup 
bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; 
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, 
sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi 
pendukung; 
f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk 
peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan 
Bupati/Walikota;  
g. sarana . . . 
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g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa 
dan pelayanan publik; dan 
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, 
dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah 
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang 
disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan 
asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya 
masyarakat Desa. 
(5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada           
ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan. 
(6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa 
induk. 
(7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam 
jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.  
(8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada            
ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.  
 
Pasal 9 
Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau 
kepentingan program nasional yang strategis. 
 
Pasal 10 
Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung 
menjadi Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang 
bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang 
ditentukan dalam Undang-Undang ini. 
 
Pasal 11 
(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan 
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa 
dengan memperhatikan saran dan pendapat 
masyarakat Desa. 
 
 
(2) Seluruh . . . 
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(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan 
Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota. 
 
Pasal 12 
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah 
status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat dan memenuhi persyaratan yang 
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana 
dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh 
Desa yang bersangkutan untuk kepentingan 
masyarakat Desa.  
(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
 
Pasal 13 
Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di 
kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi 
kepentingan nasional. 
 
Pasal 14 
Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau 
perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 
atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 
 
 
 
 
 
Pasal 15 . . . 
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Pasal 15 
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, 
penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan 
status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan 
menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
yang telah mendapatkan persetujuan bersama 
Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah diajukan kepada Gubernur. 
(2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang pembentukan, penghapusan, 
penggabungan, dan/atau perubahan status Desa 
menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa 
sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) berdasarkan 
urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, 
kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 16 
(1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 paling lama 20 (dua puluh) hari 
setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah. 
(2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas 
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi 
Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.    
(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan 
persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan 
Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan 
tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) 
tahun setelah penolakan oleh Gubernur. 
(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan 
atau tidak memberikan penolakan terhadap 
Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam 
Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan 
Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris 
daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah. 
(5) Dalam . . . 
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(5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan 
Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh 
Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut 
dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah 
tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku 
dengan sendirinya. 
Pasal 17 
(1) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang 
pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan 
perubahan status Desa menjadi kelurahan atau 
kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah 
mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode 
Desa dari Menteri.  
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas 
wilayah Desa. 
  
BAB IV 
KEWENANGAN DESA 
 
Pasal 18 
Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 
 
Pasal 19 
Kewenangan Desa meliputi:  
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;  
b. kewenangan lokal berskala Desa;  
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; dan 
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 20 . . . 
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Pasal 20 
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus 
oleh Desa.  
 
Pasal 21 
Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan 
pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. 
 
Pasal 22 
(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa.  
(2) Penugasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai biaya. 
 
BAB V 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
 
Pasal 23 
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah 
Desa. 
 
Pasal 24 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: 
a. kepastian hukum; 
b. tertib penyelenggaraan pemerintahan; 
c. tertib kepentingan umum; 
d. keterbukaan; 
e. proporsionalitas; 
f. profesionalitas; 
g. akuntabilitas . . . 
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g. akuntabilitas; 
h. efektivitas dan efisiensi;  
i. kearifan lokal;  
j. keberagaman; dan 
k. partisipatif. 
 
Bagian Kesatu 
 Pemerintah Desa  
 
Pasal 25 
Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut 
dengan nama lain. 
 
Bagian Kedua 
Kepala Desa 
 
Pasal 26 
(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan 
Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: 
a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;  
c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan 
Aset Desa;  
d. menetapkan Peraturan Desa;  
e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa;  
f.  membina kehidupan masyarakat Desa; 
g. membina ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat Desa; 
 
h. membina . . . 
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h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta 
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian 
skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa; 
i.  mengembangkan sumber pendapatan Desa; 
j.  mengusulkan dan menerima pelimpahan 
sebagian kekayaan negara guna meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa; 
k. mengembangkan kehidupan sosial budaya 
masyarakat Desa; 
l.  memanfaatkan teknologi tepat guna; 
m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara 
partisipatif; 
n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau 
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
dan 
o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Desa berhak: 
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 
Pemerintah Desa; 
b. mengajukan rancangan dan menetapkan 
Peraturan Desa; 
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, 
tunjangan, dan  penerimaan lainnya yang sah, 
serta mendapat jaminan kesehatan;  
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan 
yang dilaksanakan; dan 
e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan 
kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.  
 
 
 
(4) Dalam . . . 
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(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,  
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
Bhinneka Tunggal Ika; 
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; 
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat Desa; 
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan; 
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan 
berkeadilan gender; 
f.  melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa 
yang akuntabel, transparan, profesional, efektif 
dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, 
korupsi, dan nepotisme; 
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan 
seluruh pemangku kepentingan di Desa; 
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan 
Desa yang baik; 
i.   mengelola Keuangan dan Aset Desa;  
j.   melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Desa; 
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; 
l.   mengembangkan perekonomian masyarakat 
Desa; 
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya 
masyarakat Desa; 
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan di Desa;  
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan 
melestarikan lingkungan hidup; dan 
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa. 
Pasal 27 . . . 
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Pasal 27 
Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan 
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala 
Desa wajib: 
a. menyampaikan laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran 
kepada Bupati/Walikota; 
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada 
Bupati/Walikota; 
c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada Badan 
Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; 
dan 
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada 
masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. 
 
Pasal 28 
(1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal  26 ayat (4) dan 
Pasal  27 dikenai sanksi administratif berupa teguran 
lisan dan/atau teguran tertulis. 
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan 
tindakan pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. 
 
Pasal 29 
Kepala Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri 
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau 
golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau 
kewajibannya;  
d. melakukan . . . 
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d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga 
dan/atau golongan masyarakat tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok 
masyarakat Desa; 
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima 
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang 
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya; 
g. menjadi pengurus partai politik;  
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi 
terlarang; 
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota 
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundangan-undangan; 
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;  
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja 
berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan.  
 
Pasal 30 
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif 
berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan 
tindakan pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. 
 
 
 
 
Bagian . . . 
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Bagian Ketiga 
Pemilihan Kepala Desa 
 
Pasal 31 
(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak 
di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.  
(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan 
kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara 
serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 
Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 32 
(1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan 
kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa 
jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan 
sebelum masa jabatannya berakhir. 
(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia 
pemilihan Kepala Desa. 
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak. 
(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, 
lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat 
Desa.  
 
Pasal 33 
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
 
 c. memegang . . . 
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c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 
pertama atau sederajat; 
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada 
saat mendaftar; 
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat  tinggal di 
Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum 
pendaftaran; 
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun  atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah 
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan 
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang 
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai 
pelaku kejahatan berulang-ulang; 
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap;  
k. berbadan sehat;  
l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali 
masa jabatan; dan  
m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. 
 
Pasal 34 
(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. 
(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
(3) Pemilihan . . . 
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(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap 
pencalonan, pemungutan suara,  dan penetapan. 
(4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk 
panitia pemilihan Kepala Desa. 
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada          
ayat (4) bertugas mengadakan penjaringan dan 
penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan 
yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, 
menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan 
melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 
(6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota. 
 
Pasal 35 
Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan 
Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 
sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.  
 
 
 
Pasal 36 
(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia 
pemilihan Kepala Desa. 
(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada 
masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat Desa. 
(3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai 
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
  
  
 
Pasal 37 . . . 
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    Pasal 37 
(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah 
calon yang memperoleh suara terbanyak. 
(2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon 
Kepala Desa terpilih. 
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama 
calon Kepala Desa terpilih kepada Badan 
Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
(4) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah menerima laporan panitia pemilihan 
menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih 
kepada Bupati/Walikota. 
(5) Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa 
terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari 
panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk 
keputusan Bupati/Walikota. 
(6) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala 
Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan 
perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5).  
 
Pasal 38 
(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh 
Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling 
lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan 
keputusan Bupati/Walikota.  
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih 
bersumpah/berjanji. 
 
 
 
 
(3) Sumpah . . . 
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(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
sebagai berikut: 
 “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa 
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala 
Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan 
seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam 
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila 
sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi 
Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia”. 
 
Pasal 39 
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) 
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa 
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara 
berturut-turut.   
 
Bagian Keempat 
Pemberhentian Kepala Desa 
 
Pasal 40 
(1) Kepala Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c karena: 
a. berakhir masa jabatannya; 
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara 
berturut-turut selama 6 (enam) bulan;  
c. tidak . . . 
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c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala 
Desa; atau 
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa. 
(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 41 
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh 
Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa 
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat           
5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. 
  
Pasal 42 
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh 
Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka 
dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau 
tindak pidana terhadap keamanan negara. 
 
Pasal 43 
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud  dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan 
oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
Pasal 44 
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 
setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti 
tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 
30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan 
pengadilan diterima oleh Kepala Desa, 
Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan 
kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai 
Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.  
(2) Apabila . . . 
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(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir 
masa jabatannya, Bupati/Walikota harus 
merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang 
bersangkutan.  
Pasal 45 
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, 
sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban 
Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
 
Pasal 46 
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang 
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota 
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala 
Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. 
(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, 
wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. 
 
Pasal 47 
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang 
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota 
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala 
Desa. 
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, 
dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa. 
(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. 
(4) Musyawarah . . . 
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(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada           
ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan 
sejak Kepala Desa diberhentikan.  
(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan 
tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan 
Kepala Desa yang diberhentikan. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kelima 
Perangkat Desa 
 
Pasal 48 
Perangkat Desa terdiri atas: 
a. sekretariat Desa; 
b. pelaksana kewilayahan; dan 
c. pelaksana teknis. 
 
Pasal 49 
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam          
Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya. 
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan 
dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. 
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  
 
Pasal 50 
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam           
Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi 
persyaratan: 
a. berpendidikan . . . 
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a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah 
umum atau yang sederajat; 
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan          
42 (empat puluh dua) tahun; 
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat 
tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun 
sebelum pendaftaran; dan 
d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan 
Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 51 
Perangkat Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum; 
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri 
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau 
golongan tertentu; 
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau 
kewajibannya;  
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga 
dan/atau golongan masyarakat tertentu; 
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok 
masyarakat Desa; 
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima 
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang 
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya; 
g. menjadi pengurus partai politik;  
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi 
terlarang; 
 
 i. merangkap . . . 
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i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota 
Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundangan-undangan; 
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;  
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan 
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari 
kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak 
dapat dipertanggungjawabkan.  
 
  Pasal 52 
(1) Perangkat Desa yang melanggar larangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi 
administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran 
tertulis. 
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan 
tindakan pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. 
 
 Pasal 53 
(1) Perangkat Desa berhenti karena: 
a. meninggal dunia; 
b. permintaan sendiri; atau 
c. diberhentikan. 
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: 
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; 
b. berhalangan tetap; 
 
 
c. tidak . . . 
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c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat 
Desa; atau  
d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa. 
(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa 
setelah dikonsultasikan dengan  Camat atas nama 
Bupati/Walikota.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian 
perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Keenam 
Musyawarah Desa  
 
Pasal 54 
(1) Musyawarah Desa merupakan forum 
permusyawaratan yang diikuti oleh Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat  Desa untuk memusyawarahkan hal yang 
bersifat strategis dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. penataan Desa; 
b. perencanaan Desa; 
c. kerja sama Desa; 
d. rencana investasi yang masuk ke Desa; 
e. pembentukan BUM Desa;  
f.  penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan 
g. kejadian luar biasa. 
(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada          
ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam             
1 (satu) tahun.  
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada          
ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 
Bagian . . . 
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Bagian Ketujuh 
Badan Permusyawaratan Desa  
 
Pasal  55 
Badan Permusyawaratan Desa  mempunyai fungsi: 
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan 
Desa bersama Kepala Desa; 
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
Desa; dan 
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 
Pasal 56 
(1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 
wilayah yang pengisiannya dilakukan secara 
demokratis. 
(2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 
selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 
pengucapan sumpah/janji. 
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa 
keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara 
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.   
 
Pasal 57 
Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa 
adalah: 
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau 
sudah/pernah menikah; 
d. berpendidikan . . . 
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d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah 
pertama atau sederajat; 
e.   bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; 
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan 
Permusyawaratan Desa; dan 
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. 
 
Pasal  58 
(1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa 
ditetapkan dengan jumlah gasal, paling                       
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak                            
9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, 
perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan 
Desa. 
(2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan keputusan Bupati/Walikota. 
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum 
memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara 
bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu 
oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
(4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan 
Permusyawaratan Desa sebagai berikut: 
 ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa 
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota 
Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa 
saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan 
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan 
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi 
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan 
perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang 
berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia”. 
 
 
 
Pasal 59 . . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 32 - 
 
Pasal 59 
(1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas  
1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan  
1 (satu) orang sekretaris. 
(2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota 
Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam 
rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan 
secara khusus. 
(3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan 
Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua 
dan dibantu oleh anggota termuda. 
 
Pasal 60 
Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata 
tertib Badan Permusyawaratan Desa. 
 
Pasal 61 
 Badan Permusyawaratan Desa berhak: 
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada 
Pemerintah Desa; 
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; dan 
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas 
dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 
 
Pasal 62 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak: 
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; 
b. mengajukan pertanyaan; 
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; 
d. memilih . . . 
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d. memilih dan dipilih; dan 
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa.  
 
Pasal 63 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, 
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan 
gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan 
menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; 
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan 
pribadi, kelompok, dan/atau golongan; 
e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat 
masyarakat Desa; dan 
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja 
dengan lembaga kemasyarakatan Desa. 
 
Pasal 64 
Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang: 
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan 
sekelompok masyarakat Desa, dan 
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat 
Desa; 
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima 
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang 
dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang 
akan dilakukannya; 
c. menyalahgunakan wewenang;  
d. melanggar sumpah/janji jabatan; 
e. merangkap . . . 
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e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan 
perangkat Desa;  
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundangan-undangan;  
g. sebagai pelaksana proyek Desa;  
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau 
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi 
terlarang. 
 
Pasal  65 
(1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan 
Desa sebagai berikut: 
a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa 
dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan 
Desa; 
b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa 
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 
2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan 
Permusyawaratan Desa; 
c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara 
musyawarah guna mencapai mufakat; 
d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, 
pengambilan  keputusan dilakukan dengan cara 
pemungutan suara; 
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam 
huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh 
paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) 
dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan 
Desa yang hadir; dan 
f.  hasil musyawarah Badan Permusyawaratan 
Desa ditetapkan dengan keputusan Badan 
Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen 
musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan 
Permusyawaratan Desa. 
(2) Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan 
Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 
 
 
Bagian Kedelapan 
Penghasilan Pemerintah Desa  
  
 
Pasal 66 
(1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh 
penghasilan tetap setiap bulan. 
(2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 
dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota.  
(3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima 
tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa. 
(4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh 
jaminan kesehatan dan dapat memperoleh 
penerimaan lainnya yang sah. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan 
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta 
penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB VI . . . 
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BAB VI 
HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA  
 
Pasal 67 
(1) Desa berhak: 
a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai 
sosial budaya masyarakat Desa; 
b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; 
dan 
c. mendapatkan sumber pendapatan. 
(2) Desa berkewajiban: 
a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, 
serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka 
kerukunan nasional dan keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat 
Desa; 
c. mengembangkan kehidupan demokrasi; 
d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; 
dan 
e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat Desa. 
 
Pasal 68 
(1) Masyarakat  Desa berhak: 
a. meminta dan mendapatkan informasi dari 
Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 
 
 
 
c. menyampaikan . . . 
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c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan 
atau tertulis secara bertanggung jawab tentang 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 
d. memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 
1. Kepala Desa; 
2. perangkat Desa; 
3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 
4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa. 
e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari 
gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa. 
(2) Masyarakat Desa berkewajiban: 
a. membangun diri dan memelihara lingkungan 
Desa; 
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; 
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, 
nyaman, dan tenteram di Desa; 
d. memelihara dan mengembangkan nilai 
permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan 
kegotongroyongan di Desa; dan 
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. 
 
BAB VII 
PERATURAN DESA  
 
Pasal 69 
(1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, 
peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan 
Kepala Desa. 
 
(2) Peraturan . . . 
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(2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilarang bertentangan dengan kepentingan umum 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi. 
(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah 
dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, 
dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan 
evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan 
menjadi Peraturan Desa. 
(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama          
20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. 
(6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil 
evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
Kepala Desa wajib memperbaikinya.    
(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) 
hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk 
melakukan koreksi. 
(8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil 
evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku 
dengan sendirinya. 
(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan 
kepada masyarakat Desa. 
(10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan 
terhadap Rancangan Peraturan Desa. 
(11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa 
diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa 
oleh sekretaris Desa.  
(12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menetapkan 
Peraturan Kepala Desa sebagai aturan 
pelaksanaannya. 
 
Pasal 70 . . . 
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Pasal 70 
(1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan 
peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari            
2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama 
antar-Desa. 
(2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan 
kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama 
antar-Desa. 
 
BAB VIII 
KEUANGAN DESA DAN ASET DESA 
 
Bagian Kesatu 
Keuangan Desa 
 
Pasal 71 
(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana  dimaksud pada  
ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, 
pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. 
 
Pasal 72 
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, 
hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara;  
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah Kabupaten/Kota; 
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari 
dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota; 
e. bantuan . . . 
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e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah  Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota;  
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari 
pihak ketiga; dan 
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada          
ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat  
dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa 
secara merata dan berkeadilan. 
(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada           
ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. 
(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 
(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala 
Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada 
perangkat Desa yang ditunjuk. 
(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi 
dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 
Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau 
pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang 
seharusnya disalurkan ke Desa. 
 
Pasal 73 
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas 
bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. 
(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan 
bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
(3) Sesuai . . . 
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(3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2),  Kepala Desa menetapkan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun 
dengan Peraturan Desa. 
Pasal 74 
(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi 
kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam 
Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah. 
(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada 
kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.   
Pasal 75 
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan 
pengelolaan Keuangan Desa. 
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan 
sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
Bagian Kedua  
Aset Desa 
 
Pasal 76 
(1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah 
ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, 
bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil 
pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, 
pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. 
 
 
 
(2) Aset . . . 
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(2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain: 
a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan 
sumbangan atau yang sejenis; 
c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan 
dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
d. hasil kerja sama Desa; dan 
e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 
(3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat 
dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. 
(4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah 
disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. 
(5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan 
kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk 
fasilitas umum. 
(6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti 
status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.  
 
Pasal 77 
(1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan 
berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, 
kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, 
akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. 
(2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup 
masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan 
Desa.  
 
(3) Pengelolaan . . . 
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(3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa 
bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan 
tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang 
diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
 
BAB IX 
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN 
PERDESAAN 
 
Bagian Kesatu 
Pembangunan Desa 
 
Pasal 78 
(1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup 
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana 
dan prasarana Desa, pengembangan potensi 
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.  
(2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan. 
(3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mengedepankan kebersamaan, 
kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan 
keadilan sosial. 
 
Paragraf 1 
Perencanaan 
Pasal 79 
(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan 
Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya 
dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 
Kabupaten/Kota. 
(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka 
meliputi: 
a. Rencana . . . 
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a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan 
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang 
disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, 
merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 
(3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 
(4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen 
perencanaan di Desa.  
(5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan 
pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 
(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah 
yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau 
didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. 
(7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu 
sumber masukan dalam perencanaan pembangunan 
Kabupaten/Kota. 
 
Pasal 80 
(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan 
mengikutsertakan masyarakat Desa. 
(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah 
Desa wajib menyelenggarakan musyawarah 
perencanaan Pembangunan Desa. 
 
(3) Musyawarah . . . 
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(3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa 
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya 
masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.  
(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap 
kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap 
pelayanan dasar; 
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 
dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis 
dan sumber daya lokal yang tersedia; 
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala 
produktif; 
d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat 
guna untuk kemajuan ekonomi; dan 
e. peningkatan kualitas ketertiban dan 
ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan 
kebutuhan masyarakat Desa. 
 
Paragraf 2 
Pelaksanaan 
 
Pasal 81 
(1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa. 
(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan 
melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan 
semangat gotong royong. 
(3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam 
Desa. 
(4) Pembangunan . . . 
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(4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan 
sendiri oleh Desa.  
(5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa 
diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk 
diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.  
 
Paragraf 3 
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa 
 
Pasal 82 
(1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi 
mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan 
Desa. 
(2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan 
terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 
(3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan 
berbagai keluhan terhadap pelaksanaan 
Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa. 
(4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan 
perencanaan dan pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana 
Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui 
layanan informasi kepada umum dan  
melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling 
sedikit 1 (satu) tahun sekali. 
(5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah 
Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan 
Pembangunan Desa. 
 
Bagian Kedua 
Pembangunan Kawasan Perdesaan 
 
Pasal 83 
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan 
perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) 
Kabupaten/Kota.  
(2) Pembangunan . . . 
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(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan 
dalam upaya mempercepat dan meningkatkan 
kualitas pelayanan, pembangunan, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan 
Perdesaan melalui pendekatan pembangunan 
partisipatif. 
(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: 
a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa 
dalam rangka penetapan kawasan pembangunan 
sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; 
b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat perdesaan; 
c. pembangunan infrastruktur, peningkatan 
ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi 
tepat guna; dan 
d. pemberdayaan masyarakat Desa untuk 
meningkatkan akses terhadap pelayanan dan 
kegiatan ekonomi. 
(4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan 
dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. 
(5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 
 
Pasal 84 
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait 
dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa 
wajib melibatkan Pemerintah Desa. 
(2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan 
pendayagunaan Aset  Desa untuk pembangunan 
Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah 
Desa.  
(3) Pengaturan . . . 
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(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, 
pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, 
pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota.  
 
Pasal 85 
(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan 
kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau 
BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat 
Desa. 
(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan 
oleh Pemerintah,  Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak 
ketiga wajib mendayagunakan  potensi sumber daya 
alam dan sumber daya manusia serta 
mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat 
Desa. 
(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala 
lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada 
Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. 
 
Bagian Ketiga 
Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan 
Kawasan Perdesaan 
 
Pasal 86 
(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui 
sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.  
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 
mengembangkan sistem informasi Desa dan 
pembangunan Kawasan Perdesaan. 
(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan 
perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya 
manusia.  
(4) Sistem . . . 
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(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan 
Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang 
berkaitan dengan Pembangunan Desa dan 
pembangunan Kawasan Perdesaan. 
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat 
diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku 
kepentingan. 
(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan 
informasi perencanaan pembangunan 
Kabupaten/Kota untuk Desa. 
 
BAB X 
BADAN USAHA MILIK DESA 
 
Pasal 87 
(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 
yang disebut BUM Desa. 
(2) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan 
dan kegotongroyongan.  
(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang 
ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 88 
(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah 
Desa. 
(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 
 
Pasal 89 
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 
a. pengembangan usaha; dan 
 
b. Pembangunan . . . 
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b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, 
dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin 
melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana 
bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa. 
 
Pasal 90 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa 
mendorong perkembangan BUM Desa dengan: 
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; 
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; 
dan 
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan 
sumber daya alam di Desa.  
 
BAB XI 
KERJA SAMA DESA 
 
Pasal 91 
Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain 
dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga. 
 
Bagian Kesatu 
Kerja Sama antar-Desa 
 
Pasal 92 
(1) Kerja sama antar-Desa meliputi: 
a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh 
Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya 
saing; 
b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, 
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat 
antar-Desa; dan/atau 
c. bidang keamanan dan ketertiban.  
(2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan 
Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan 
musyawarah antar-Desa. 
(3) Kerja . . . 
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(3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan 
kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui 
Peraturan Bersama Kepala Desa. 
(4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan: 
a. pembentukan lembaga antar-Desa; 
b. pelaksanaan program Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan 
melalui skema kerja sama antar-Desa;  
c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan 
program pembangunan antar-Desa; 
d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan 
Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan; 
e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah 
tempat Desa tersebut berada; dan 
f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan 
melalui kerja sama antar-Desa.  
(5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, 
badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk 
kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. 
(6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk 
BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau 
lebih. 
 
Bagian Kedua 
Kerja Sama dengan Pihak Ketiga  
 
Pasal 93 
(1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan 
untuk mempercepat dan meningkatkan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam 
Musyawarah Desa.  
 
BAB XII . . . 
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BAB XII 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA 
ADAT DESA 
 
Bagian Kesatu 
Lembaga Kemasyarakatan Desa 
 
Pasal 94 
(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan 
Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah 
partisipasi masyarakat Desa  sebagai mitra 
Pemerintah Desa. 
(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan 
pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta 
merencanakan dan melaksanakan pembangunan, 
serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 
(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber 
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga 
non-Pemerintah wajib memberdayakan dan 
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang 
sudah ada di Desa. 
 
Bagian Kedua 
Lembaga Adat Desa 
 
Pasal 95 
(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat 
membentuk lembaga adat Desa.  
(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan 
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan 
asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas 
prakarsa masyarakat Desa. 
(3) Lembaga . . . 
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(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan 
sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, 
dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud 
pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. 
 
BAB XIII 
KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT 
 
Bagian Kesatu 
Penataan Desa Adat 
 
Pasal 96 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan 
masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa 
Adat.  
 
Pasal 97 
(1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 96 memenuhi syarat: 
a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik 
yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang 
bersifat fungsional; 
b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya dipandang sesuai dengan 
perkembangan masyarakat; dan 
c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
(2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki 
wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu 
atau gabungan unsur adanya: 
a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan 
bersama dalam kelompok;  
b. pranata . . . 
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b. pranata pemerintahan adat; 
c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau 
d. perangkat norma hukum adat. 
(3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan 
masyarakat apabila: 
a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-
undang yang berlaku sebagai pencerminan 
perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam 
masyarakat dewasa ini, baik undang-undang 
yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; 
dan 
b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan 
dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang 
bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas 
serta tidak bertentangan dengan hak asasi 
manusia. 
(4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 
tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat 
hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan 
Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagai sebuah 
kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: 
a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas 
Negara Kesatuan Republik lndonesia; dan 
b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan 
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 98 
(1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota.  
 
 (2) Pembentukan . . . 
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(2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa 
Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta 
pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana 
prasarana pendukung. 
 
Pasal 99 
(1) Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas 
prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.  
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi 
pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 100  
(1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, 
kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa 
Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat 
dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan 
prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui 
Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota. 
(2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, 
kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan 
Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi 
Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status 
menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat 
berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih 
status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa 
Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa 
Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota. 
 
Pasal 101  
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat 
melakukan penataan Desa Adat.  
(2) Penataan . . . 
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(2) Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 
(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada          
ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah. 
 
Pasal 102 
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam              
Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, 
Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.  
 
Bagian Kedua 
Kewenangan Desa Adat 
 
Pasal  103 
Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: 
a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan 
berdasarkan susunan asli; 
b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; 
c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;  
d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat 
yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras 
dengan prinsip hak asasi manusia dengan 
mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; 
e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa 
Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 
f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat Desa Adat berdasarkan  hukum adat yang 
berlaku di Desa Adat; dan 
g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. 
 
 
 
Pasal 104 . . . 
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Pasal 104  
Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta  
Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan 
memperhatikan prinsip keberagaman. 
 
Pasal 105 
Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan 
pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat. 
 
Pasal 106 
(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah 
Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan 
Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.  
(2) Penugasan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan biaya.  
 
Bagian Ketiga 
Pemerintahan Desa Adat 
 
Pasal 107 
Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan 
hukum adat yang berlaku di  Desa Adat yang masih 
hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.                   
 
 
 
Pasal 108 . . . 
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                  Pasal 108 
Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi 
permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai 
dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru 
sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.  
 
   Pasal 109 
Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa 
jabatan Kepala Desa Adat  berdasarkan hukum adat 
ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi. 
 
Bagian Keempat 
Peraturan Desa Adat 
 
Pasal 110 
Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat 
dan norma adat istiadat yang berlaku di  Desa Adat 
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 111 
(1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 
hanya berlaku untuk Desa Adat. 
(2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa 
Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus 
tentang Desa Adat.  
 
BAB XIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
 
Pasal 112 
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan 
mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
 
(2) Pemerintah . . . 
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(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat 
mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada 
perangkat daerah. 
(3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
memberdayakan masyarakat Desa dengan: 
a. menerapkan hasil pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, 
dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan 
pertanian masyarakat Desa; 
b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan 
masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, 
dan penyuluhan; dan 
c. mengakui dan memfungsikan institusi asli 
dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa. 
(4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan 
pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan 
Perdesaan. 
 
Pasal 113 
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112         
ayat (1) meliputi: 
a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan 
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa; 
b. memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan 
dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa; 
c. memberikan penghargaan, pembimbingan, dan 
pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa; 
d. memberikan pedoman penyusunan perencanaan 
pembangunan partisipatif; 
e. memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat 
Desa; 
f. memberikan . . . 
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f. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan 
Permusyawaratan Desa, dan lembaga 
kemasyarakatan; 
g. memberikan penghargaan atas prestasi yang 
dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga 
kemasyarakatan Desa; 
h. menetapkan bantuan keuangan langsung kepada 
Desa; 
i. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada 
aparatur Pemerintahan Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa; 
j. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa di Desa tertentu; 
k. mendorong percepatan pembangunan perdesaan; 
l. memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka 
penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai 
Desa; dan 
m. menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi 
BUM Desa dan lembaga kerja sama Desa. 
 
Pasal 114 
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: 
a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota 
dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota yang mengatur Desa; 
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka 
pemberian alokasi dana Desa; 
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala 
Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, dan lembaga kemasyarakatan; 
d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan 
Desa; 
e. melakukan . . . 
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e. melakukan pembinaan upaya percepatan 
Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, 
bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; 
f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang 
tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota; 
g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang 
dilaksanakan oleh Desa; 
h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas 
penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan 
Desa; 
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota 
dalam rangka penataan wilayah Desa; 
j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan 
kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan 
k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM 
Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-
Desa. 
 
Pasal 115 
Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi: 
a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan 
urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh 
Desa; 
b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa  
dan Peraturan Kepala Desa; 
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan 
pembangunan partisipatif; 
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa; 
e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; 
 
 f. menetapkan . . . 
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f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan 
untuk Desa; 
g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa  dan 
pendayagunaan Aset Desa; 
h. melakukan pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; 
j. memberikan penghargaan atas prestasi yang 
dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga 
kemasyarakatan, dan lembaga adat;  
k. melakukan upaya percepatan pembangunan 
perdesaan; 
l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa 
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, 
dan bantuan teknis;  
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan 
lembaga kerja sama antar-Desa; dan 
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang 
dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
 
BAB XV 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 116 
(1) Desa yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini 
berlaku tetap diakui sebagai Desa.  
(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan 
Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa 
Adat di wilayahnya. 
 
(3) Penetapan . . . 
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(3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun 
sejak Undang-Undang ini diundangkan. 
(4) Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini 
berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 
bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi 
Aset Desa. 
Pasal 117 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada 
wajib menyesuaikannya dengan ketentuan dalam 
Undang-Undang ini. 
 
Pasal 118 
(1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini 
tetap berlaku sampai habis masa jabatannya. 
(2) Periodisasi masa jabatan Kepala Desa mengikuti 
ketentuan Undang-Undang ini. 
(3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada 
pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis 
masa keanggotaanya. 
(4) Periodisasi keanggotaan Badan Permusyawaratan 
Desa mengikuti ketentuan Undang-Undang ini. 
(5) Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri 
sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa 
tugasnya.  
(6) Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai 
negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai 
ditetapkan penempatannya yang diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB XVI . . . 
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BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 119 
Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan secara langsung dengan Desa wajib 
mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan 
ketentuan Undang-Undang ini. 
 
Pasal 120 
(1) Semua peraturan pelaksanaan tentang Desa yang 
selama ini ada tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang ini. 
(2) Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan 
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-
Undang ini diundangkan. 
 
Pasal 121 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 200 
sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4844) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 122 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  
 
 
Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Januari 2014 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
                           ttd. 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Januari 2014 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
         REPUBLIK INDONESIA, 
 
                                ttd. 
 
 AMIR SYAMSUDIN 
 
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 7 
 
 
 
 
 
 
 PENJELASAN 
ATAS 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 2014 
TENTANG 
DESA 
  
 
I. UMUM 
 
1. Dasar Pemikiran 
 
Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti 
keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan 
bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 
“Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti 
desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di 
Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai  
susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah 
yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati 
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan 
negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak 
asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib 
tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut 
dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri 
bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada 
bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu 
negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan 
jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan 
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. 
 
 
 
Dalam . . . 
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Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama 
lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 
ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-
undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka 
kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem 
pemerintahan Indonesia.  
 
Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat 
hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) 
yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang”.  
 
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa 
pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22             
Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang  Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan Daerah,  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 
tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat 
Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik 
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5               
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah.   
 
Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum 
dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat 
Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh 
puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. 
Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku 
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama 
antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, 
demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta 
kemajuan . . . 
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kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan 
kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya 
yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 
Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat 
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan 
ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan 
pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun 
demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai 
pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan sektoral yang berkaitan.  
 
Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community 
dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat 
hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, 
ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa 
Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. 
Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-
usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, 
pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, 
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum 
adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan 
susunan asli.  
 
Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, 
pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari 
pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan 
Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa 
Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan 
pembangunan yang berdaya guna,  serta pembinaan masyarakat 
dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang 
sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam 
Undang-Undang ini.  
 
Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. 
Dalam kedududukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan 
pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi  mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 
Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. 
2. Tujuan . . . 
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2. Tujuan dan Asas Pengaturan 
 
a. Tujuan Pengaturan 
 
Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial.  
 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan 
penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara 
Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional 
dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, 
mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan 
yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan 
pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 
sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan 
Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih 
lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: 
1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang 
sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah 
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas 
Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi 
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 
3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya 
masyarakat Desa; 
4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat 
Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna 
kesejahteraan bersama; 
5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien 
dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 
6) meningkatkan . . . 
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6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat 
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa 
guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu 
memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan 
nasional;  
8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta 
mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan               
9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek 
pembangunan.  
 
 
b. Asas Pengaturan 
 
Asas pengaturan dalam Undang-Undang ini adalah: 
1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; 
2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal 
dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan 
masyarakat Desa; 
3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap 
sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan 
tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara; 
4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan 
bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara 
kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa 
dalam membangun Desa;              
5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong 
untuk membangun Desa; 
6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa 
sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar 
masyarakat Desa; 
7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan  yang 
menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi 
dengan berbagai pihak yang berkepentingan; 
8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa 
dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat 
Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin; 
 
 
9) kemandirian . . . 
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9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh 
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan 
suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya 
dengan kemampuan sendiri; 
10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan; 
11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;  
12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan 
kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan 
13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara 
terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam 
merencanakan dan melaksanakan program pembangunan 
Desa. 
 
3. Materi Muatan  
 
Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan 
Pancasila,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 
Tunggal Ika.  
 
Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, 
Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan 
Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, 
Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan 
Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa 
dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain 
itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus 
yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam  
Bab XIII.  
 
4. Desa dan Desa Adat 
 
Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik 
yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat 
atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang 
berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya 
pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan 
sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. 
Desa . . . 
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Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi 
kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-
temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan 
masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan  
kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki 
hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak 
Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah 
masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum 
adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas 
budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan 
hak asal usul.  
 
Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk 
berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau 
gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-
Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang 
merupakan gabungan antara genealogis dan  teritorial. Dalam kaitan 
itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat 
hukum  adat beserta hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan 
masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah 
Negara Kesatuan Republik  Indonesia, seperti huta/nagori di 
Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di 
Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa 
pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di 
Kalimantan, dan negeri di Maluku. 
 
Di dalam perkembangannya, Desa Adat telah berubah menjadi lebih 
dari 1 (satu) Desa Adat; 1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; lebih dari 
1 (satu) Desa Adat menjadi Desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga 
berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/kelurahan. Oleh karena itu, 
Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari Desa 
atau kelurahan menjadi Desa Adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat. Demikian 
pula, status Desa Adat dapat berubah menjadi Desa/kelurahan atas 
prakarsa masyarakat.  
 
 
Penetapan . . . 
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Penetapan Desa Adat untuk pertama kalinya berpedoman pada 
ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Bab XIII Undang-
Undang ini. Pembentukan Desa Adat yang baru berpedoman pada  
ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-Undang ini. 
 
Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud di atas, yang menjadi 
acuan utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia yaitu: 
a. Putusan Nomor 010/PUU-l/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;  
b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual 
Di Provinsi Maluku; 
c. Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 
Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; 
dan  
d. Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang Pengujian Undang-
Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
Namun demikian, karena kesatuan masyarakat hukum adat yang 
ditetapkan menjadi Desa Adat melaksanakan fungsi pemerintahan 
(local self government) maka ada syarat mutlak yaitu adanya wilayah 
dengan batas yang jelas, adanya pemerintahan, dan perangkat lain 
serta ditambah dengan salah satu pranata lain dalam kehidupan 
masyarakat hukum adat seperti perasaan bersama, harta kekayaan, 
dan pranata pemerintahan adat. 
 
5. Kelembagaan Desa 
 
Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan 
Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang 
terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan 
Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, 
dan lembaga adat. 
 
 
 
 
Kepala . . . 
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Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain 
merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau 
yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam 
kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat 
dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan 
posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala 
Desa/Desa Adat adalah: 
a. sebutan Kepala Desa/Desa Adat disesuaikan dengan sebutan 
lokal; 
b. Kepala Desa/Desa Adat berkedudukan sebagai kepala 
Pemerintah Desa/Desa Adat dan sebagai pemimpin masyarakat; 
c. Kepala Desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh 
masyarakat setempat, kecuali bagi Desa Adat dapat 
menggunakan mekanisme lokal; dan 
d. pencalonan Kepala Desa dalam pemilihan langsung tidak 
menggunakan basis partai politik sehingga Kepala Desa dilarang 
menjadi pengurus partai politik. 
Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang 
semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan 
lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan 
keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga 
Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam 
kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan 
kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus 
mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga 
Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala 
Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa. 
 
6. Badan Permusyawaratan Desa 
 
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.  
 
 
 
 
 
 
 
Badan . . . 
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Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan 
di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai 
kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya 
meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat 
kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan 
masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan 
Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah 
Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum 
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah 
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati 
hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang 
dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar 
oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam 
menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. 
 
7. Peraturan Desa 
 
Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan 
kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. 
 
Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai 
kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk 
hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
yang   lebih  tinggi  dan  tidak  boleh   merugikan  kepentingan  
umum, yaitu: 
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa; dan 
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, 
antargolongan, serta gender.     
Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara 
demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya 
mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa 
mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan 
kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam 
proses penyusunan Peraturan Desa. 
Peraturan . . . 
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Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak 
asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya 
diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 
Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa 
dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat Desa 
setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan 
masyarakat Desa. 
 
Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa 
yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban  
mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai 
dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi 
pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain 
Badan Permusyawaratan Desa, masyarakat Desa juga mempunyai 
hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif 
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa. 
 
Jenis peraturan yang ada di Desa, selain Peraturan Desa adalah 
Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. 
 
8. Pemilihan Kepala Desa 
 
Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa 
warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan 
dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 
pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali 
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-
turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa 
Adat  berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah.  
 
Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini 
diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah 
Kabupaten/Kota dengan maksud untuk menghindari hal negatif 
dalam pelaksanaannya. 
 
 
 
 
Pemilihan . . . 
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Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah 
Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sehingga 
dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  
 
Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa 
secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai 
pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan 
sebelum habis masa jabatan. 
 
Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku 
bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa 
Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan 
penjabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang 
bersangkutan. 
 
9. Sumber Pendapatan Desa 
 
Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas 
pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat 
dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta 
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  
 
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan 
keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut 
diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber 
pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari 
Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan 
kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan 
logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, 
serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. 
 
Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi 
Dana Desa. 
Alokasi . . . 
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Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat 
dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa 
secara merata dan berkeadilan. 
 
10. Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 
 
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 
kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, 
pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi 
ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 
2 (dua) pendekatan, yaitu „Desa membangun‟ dan „membangun Desa‟ 
yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. 
 
Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan 
pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana 
Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen 
perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa 
diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, 
kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan 
masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong 
royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam 
Desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa 
diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan 
rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan 
informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan 
pelaksanaan Pembangunan Desa. 
 
 
 
 
 
Sejalan . . . 
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Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu 
dilakukan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan 
Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan                
antar-Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat 
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui 
pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan 
pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. 
  
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa 
 
Di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan Desa, seperti rukun 
tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang 
taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut 
dengan nama lain. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas 
membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam 
memberdayakan masyarakat Desa. 
 
Lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi 
masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya 
demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta 
menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam 
kegiatan pembangunan. 
 
12. Lembaga Adat Desa 
 
Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang 
bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut 
dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di 
dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya, masyarakat 
hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta 
kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan 
berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai 
permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat 
istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat Desa 
merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam 
memberdayakan masyarakat Desa. 
 
13. Ketentuan . . . 
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13. Ketentuan Khusus 
 
Khusus bagi Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua 
Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan 
kebijakan mengenai pengaturan Desa di samping memperhatikan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini juga memperhatikan: 
a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang; dan 
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh. 
 
 
II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 2 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 3 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 4 
 Cukup jelas. 
 
Pasal 5 
Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk 
dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
Pasal 6 
 Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih 
wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan 
Desa Adat dalam 1 (satu) wilayah maka dalam 1 (satu) wilayah 
hanya terdapat Desa atau Desa Adat. 
Untuk . . . 
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Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa 
Adat dalam 1 (satu) wilayah, harus dipilih salah satu jenis Desa 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 
 
Pasal 7 
 Ayat (1)  
  Cukup jelas. 
 Ayat (2) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (3) 
  Cukup jelas. 
 Ayat (4) 
  Huruf a 
  Cukup jelas. 
  Huruf b 
  Cukup jelas. 
  Huruf c 
  Cukup jelas. 
  Huruf d 
Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah 
perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan 
perubahan kelurahan menjadi Desa serta perubahan 
Desa Adat menjadi Desa.  
  Huruf e 
Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” 
adalah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat 
dan Desa Adat yang telah ada untuk yang pertama 
kali oleh Kabupaten/Kota menjadi Desa Adat dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
 
Pasal 8 
 Ayat (1) 
 Pembentukan Desa dapat berupa:  
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa 
atau lebih; 
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding 
menjadi 1 (satu) Desa; atau  
c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa 
baru. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
Ayat (7) 
Cukup jelas. 
Ayat (8) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 9 
Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis“ adalah 
antara lain program pembuatan waduk atau bendungan yang 
meliputi seluruh wilayah Desa. 
 
Pasal 10 
Cukup jelas. 
 
Pasal 11 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “menjadi beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota” adalah 
termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) 
bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan 
sebagai akibat  perubahan status Desa menjadi kelurahan. 
 
Pasal 12 
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan 
menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi 
Desa atau  kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian 
tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam 
jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya 
kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat 
perdesaan. 
Ayat (2)  
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 13 . . . 
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Pasal 13 
Yang dimaksud dengan “kawasan yang bersifat khusus dan 
strategis” seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan 
antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang 
dianggap strategis. 
 
Pasal 14 
Cukup jelas. 
 
Pasal 15 
Cukup jelas. 
 
Pasal 16 
Cukup jelas. 
 
Pasal 17 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Pembuatan peta batas  wilayah  Desa harus menyertakan 
instansi teknis terkait. 
 
Pasal 18 
Yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat Desa” 
adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 
Pasal 19 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang 
merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan 
perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem 
organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan 
hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam 
kehidupan masyarakat Desa.   
 
 
 
 
Huruf b . . . 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” 
adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh 
Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau  
yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa 
masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar 
Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi 
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan 
belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan 
Desa. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
 
Pasal 20 
Cukup jelas. 
 
Pasal 21 
Cukup jelas. 
 
Pasal 22 
Cukup jelas. 
 
Pasal 23 
Cukup jelas. 
 
Pasal 24 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas 
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan 
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara 
pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam 
pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa. 
 
 
Huruf c . . . 
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Huruf c 
Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah 
asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan 
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
 Huruf d 
Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang 
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.   
Huruf e 
Yang dimaksud dengan  “proporsionalitas” adalah asas 
yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan 
kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
Huruf f 
Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang 
mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Huruf g 
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Huruf h 
Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan 
harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan 
masyarakat Desa. 
 
Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang 
menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan 
harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. 
Huruf i 
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang 
menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus 
memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat 
Desa. 
 
Huruf j . . . 
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Huruf j 
Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh 
mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu. 
Huruf k 
 Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang 
mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur 
masyarakat Desa. 
 
Pasal 25 
 Penyebutan nama lain untuk Kepala Desa dan perangkat Desa 
dapat menggunakan penyebutan di daerah masing-masing.  
 
Pasal 26 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.  
Ayat (3) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala 
Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang 
dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Huruf d 
 Cukup jelas. 
Huruf e 
 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 27 
Cukup jelas. 
 
Pasal 28 
Cukup jelas. 
 Pasal 29 . . . 
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Pasal 29 
Cukup jelas. 
 
Pasal 30 
Cukup jelas. 
 
Pasal 31 
Cukup jelas. 
 
Pasal 32 
Ayat (1) 
Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada 
Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan 
Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada 
Bupati/Walikota. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh 
keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh 
masyarakat lainnya. 
 
Pasal 33 
Cukup jelas. 
 
Pasal 34 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
Ayat (6) . . . 
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Ayat (6) 
Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota adalah untuk pengadaan surat suara, 
kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium 
panitia, dan biaya pelantikan. 
 
Pasal 35 
Cukup jelas. 
 
Pasal 36 
Cukup jelas. 
 
Pasal 37 
Cukup jelas. 
 
Pasal 38 
Cukup jelas. 
 
Pasal 39 
Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” 
adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka 
apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis 
masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa 
jabatan 6 (enam) tahun. 
 
Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi 
kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali 
masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat  
2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang            
Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan 
kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. 
 
Pasal 40 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 
 
 
 
 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” 
adalah apabila seorang Kepala Desa yang telah 
berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung 
tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal 
belum ada calon terpilih dan belum dapat 
dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan 
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap” 
adalah apabila Kepala Desa menderita sakit yang 
mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak 
berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan 
surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau 
tidak diketahui keberadaannya. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 41 
Cukup jelas. 
 
Pasal 42 
Cukup jelas. 
 
Pasal 43 
Cukup jelas. 
 
Pasal 44 
Cukup jelas. 
 
Pasal 45 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 46 . . . 
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Pasal 46 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” 
adalah 1 (satu) tahun atau kurang. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 47 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan ”musyawarah Desa” adalah 
musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala 
Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan 
Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, 
pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui 
Musyawarah Desa terhitung sejak yang bersangkutan 
dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 48 
Cukup jelas. 
 
Pasal 49 
Ayat (1)  
Cukup jelas. 
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “Camat” adalah Camat atau yang 
disebut dengan nama lain. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
 
Pasal 50 
Cukup jelas. 
Pasal 51 . . . 
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Pasal 51 
Cukup jelas. 
 
Pasal 52 
Cukup jelas. 
 
Pasal 53 
Cukup jelas. 
 
Pasal 54 
Ayat (1)  
Musyawarah Desa merupakan forum pertemuan dari 
seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, 
termasuk masyarakatnya, dalam rangka menggariskan hal 
yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa 
dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. 
Hasil ini menjadi pegangan bagi perangkat Pemerintah 
Desa dan lembaga lain dalam pelaksanaan tugasnya. 
Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah antara 
lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 
pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, 
kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok 
masyarakat miskin. 
Ayat (2)  
Huruf a 
Dalam hal penataan Desa, Musyawarah Desa hanya 
memberikan pertimbangan dan masukan kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 
Huruf b 
 Cukup jelas. 
Huruf c 
 Cukup jelas. 
Huruf d 
 Cukup jelas. 
Huruf e 
 Cukup jelas. 
Huruf f 
 Cukup jelas. 
Huruf g 
 Cukup jelas. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
Ayat (4) . . . 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 55 
Cukup jelas. 
 
Pasal 56 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” 
adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara 
langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.  
Ayat (2) 
Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa 
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 
Ayat (3)  
Cukup jelas. 
 
Pasal 57 
Cukup jelas. 
 
Pasal 58 
Cukup jelas. 
 
Pasal 59 
Cukup jelas. 
 
Pasal 60 
Cukup jelas. 
 
Pasal 61 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah 
permintaan yang bersifat informasi tentang 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka 
laporan pertanggungjawaban Kepala Desa. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
 Pasal 62 . . . 
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Pasal 62 
Cukup jelas. 
 
Pasal 63 
Cukup jelas. 
 
Pasal 64 
Cukup jelas. 
 
Pasal 65 
Cukup jelas. 
 
Pasal 66 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa 
dan perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan 
pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Sebelum program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
menjangkau ke tingkat Desa, jaminan kesehatan dapat 
dilakukan melalui kerja sama Kabupaten/Kota dengan 
Badan Usaha Milik Negara atau dengan memberikan kartu 
jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah masing-masing yang diatur dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten/Kota. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 67 
Cukup jelas. 
 
Pasal 68 
Cukup jelas. 
 
Pasal 69 
Cukup jelas. 
Pasal 70 . . . 
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Pasal 70 
Cukup jelas. 
 
Pasal 71 
Cukup jelas. 
 
Pasal 72 
Ayat (1) 
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” 
adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan 
Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan 
skala lokal Desa. 
Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga 
hasil BUM Desa dan tanah bengkok. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “Anggaran  bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” 
adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan 
Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 
yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran 
pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan 
masyarakat, dan kemasyarakatan. 
Huruf c  
  Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas.  
Huruf e  
  Cukup jelas. 
Huruf f  
  Cukup jelas. 
Huruf g  
 Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa 
yang sah” adalah antara lain pendapatan sebagai 
hasil  kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan 
perusahaan yang berlokasi di Desa. 
Ayat (2) 
Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung 
ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan            
di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. 
Anggaran . . . 
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Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan 
dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan 
geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
pemerataan pembangunan Desa.  
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 73 
Cukup jelas. 
 
Pasal 74 
Ayat (1) 
Dalam penetapan belanja Desa dapat dialokasikan insentif 
kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dengan 
pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai 
lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu 
pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan 
pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. 
Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan 
pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan 
masyarakat Desa.  
Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah 
kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 
Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara 
lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.  
 
Pasal 75 
Cukup jelas.  
 
Pasal 76 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah 
termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas.  
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
Ayat (5) 
Cukup jelas. 
Ayat (6) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 77 
Cukup jelas. 
 
Pasal 78 
Cukup jelas. 
 
Pasal 79 
Cukup jelas. 
 
Pasal 80 
Cukup jelas. 
 
Pasal 81 
Cukup jelas. 
 
Pasal 82 
Cukup jelas. 
 
Pasal 83 
Cukup jelas. 
 
Pasal 84 . . . 
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Pasal 84 
Cukup jelas. 
 
Pasal 85 
Cukup jelas. 
 
Pasal 86 
Cukup jelas. 
 
Pasal 87 
Ayat (1) 
BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk 
mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan 
perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan 
sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Desa. 
BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan 
badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau 
koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu 
badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan 
kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan 
fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan 
ekonomi lainnya. 
Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa,                 
BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala  
lokal  masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan 
dana bergulir dan simpan pinjam. 
BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi 
pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk 
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. 
BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha 
dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal 
kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan 
baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa 
mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Pasal 88 . . . 
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Pasal 88 
Cukup jelas. 
 
Pasal 89 
Cukup jelas. 
 
Pasal 90 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk 
penyediaan sumber daya manusia pendamping dan 
manajemen. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
 
Pasal 91 
Cukup jelas. 
 
Pasal 92 
Cukup jelas. 
 
Pasal 93 
Cukup jelas. 
 
Pasal 94 
Cukup jelas. 
 
Pasal 95 
Cukup jelas. 
 
Pasal 96  
Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan Desa Adat 
yang sudah ada saat ini menjadi Desa Adat hanya dilakukan 
untuk 1 (satu) kali. 
 
Pasal 97 
Ketentuan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, 
yaitu: 
a. Putusan Nomor 010/PUU-l/2003 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten . . . 
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Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;  
b. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota 
Tual Di Provinsi Maluku; 
c. Putusan Nomor 6/PUU-Vl/2008 perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten 
Banggai Kepulauan; dan  
d. Putusan Nomor 35/PUU–X/2012 tentang Pengujian Undang-
Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 
 
Pasal 98 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “penetapan Desa Adat” adalah 
penetapan untuk pertama kalinya. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 99 
Cukup jelas. 
 
Pasal 100 
Ayat (1) 
Perubahan status Desa Adat menjadi kelurahan harus 
melalui Desa, sebaliknya perubahan status kelurahan  
menjadi Desa Adat harus melalui Desa. 
Ayat (2) 
Cukup jelas.  
 
Pasal 101 
Cukup jelas. 
 
Pasal 102 
Cukup jelas. 
 
Pasal 103 
Huruf a 
Yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah sistem 
organisasi kehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah 
masing-masing.  
 
Huruf b . . . 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah 
wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum 
adat. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Cukup jelas.  
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
 
Pasal 104 
Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Adat yang tidak boleh mendiskriminasi 
kelompok masyarakat tertentu. 
 
Pasal 105 
Cukup jelas. 
 
Pasal 106 
Cukup jelas. 
 
Pasal 107 
Cukup jelas. 
 
Pasal 108 
Cukup jelas. 
 
Pasal 109 
Cukup jelas. 
 
Pasal 110 
Cukup jelas. 
 
Pasal 111 
Cukup jelas. 
 
 
 
Pasal 112 . . . 
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Pasal 112 
Ayat (1) 
Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri 
yang melakukan pembinaan umum penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa. 
Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 
Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri 
yang melakukan pemberdayaan masyarakat. 
Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini adalah Gubernur 
sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk 
penyediaan sumber daya manusia pendamping dan 
manajemen. 
 
Pasal 113 
Cukup jelas. 
 
Pasal 114 
Cukup jelas. 
 
Pasal 115 
Huruf a 
Cukup jelas. 
Huruf b 
Cukup jelas. 
Huruf c 
Cukup jelas. 
Huruf d 
Cukup jelas. 
Huruf e 
Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah termasuk           
di dalamnya pembatalan Peraturan Desa. 
Huruf f 
Cukup jelas. 
Huruf g 
Cukup jelas. 
Huruf h . . . 
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Huruf h 
Cukup jelas. 
Huruf i 
Cukup jelas. 
Huruf j 
Cukup jelas. 
Huruf k 
Cukup jelas. 
Huruf l 
Cukup jelas. 
Huruf m 
Cukup jelas 
Huruf n 
Cukup jelas. 
 
Pasal 116 
Ayat (1) 
Cukup jelas. 
Ayat (2) 
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku, sebelum Undang-Undang ini, yang diakui adalah 
Desa. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Undang-Undang 
ini diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota untuk menata kembali status Desa 
menjadi Desa atau Desa Adat dengan ketentuan tidak 
boleh menambah jumlah Desa. 
Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Cukup jelas. 
 
Pasal 117 
Cukup jelas. 
 
Pasal 118 
Cukup jelas. 
 
Pasal 119 
Cukup jelas. 
 
Pasal 120 
Cukup jelas. 
 Pasal 121 . . . 
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Pasal 121 
Cukup jelas. 
 
Pasal 122 
Cukup jelas. 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5495 
 
 
 
 
 
 
  Wawancara peneliti di Desa Way Terusan Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung 
Tengah 
1. Bagaimana mekanisme pemilihan kepala desa Way Terusan Kec. Bandar 
Mataram, Kab. Lampung Tengah? 
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang masa jabatan kepala desa di desa 
Way Terusan Kec. Bandar Mataram, Kab, Lampung Tengah? 
3. Bagaimana pandangan Islam tentang masa jabatan kepala desa? 
4. Bagaimana pelaksanaan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa? 
5. Bagaimana pandangan masyarakat tentang batas masa jabatan kepala desa? 
6. Bagaimana sejarah, letak geografis,keadaan sosial, keagamaan, pendidikan, 
mata pencariaan, penduduk menurut usia, penduduk menurut agama dan 
keadaan ekonomi desa Way Terusan Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung 
Tengah? 
 
 
 
 
 
 
 
 
